
PENUNDAAN KEHAMILAN MELALUI ALAT KONTRASEPSI 

 (Studi Kasus di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat) 

  

 

 

 
SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan Oleh : 

ADE FAIZAH 

Mahasiswi Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum  Prodi Hukum Keluarga 

NIM. 170101001 

 

 
 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY 

DARUSSALAM-BANDA ACEH 

2022 M/1443 H 

MURSALAH 

JENIS IMPLAN DITINJAU DARI TEORI MAṢLAḤAH 



 

 

ii  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ADE FAIZAH 

Mahasiswi Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum  Prodi Hukum Keluarga 

NIM. 170101001 



 

 

iii  

 
  



 

 

iv  

Banda Aceh, 29 Desember 2021 

 

 

 

Ade Faizah 

Yang Menyatakan, 



 

v 
 

 

ABSTRAK 
 

Nama :  Ade Faizah            

NIM : 170101001 

Fakultas/Prodi :  Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga 

Judul Skripsi : Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan 

Ditinjau Dari  Teori Maṣlaḥah Mursalah (Studi Kecamatan 

Bubon Kabupaten Aceh Barat) 

Tanggal Sidang :  6 Januari 2022 

Tebal Skripsi :  91 Halaman 

Pembimbing I :  Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag 

Pembimbing II :  Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H 

Kata Kunci :  Penundaan Kehamilan, Implan, Maṣlaḥah Mursalah 

 

 Keluarga berencana (KB) dikalangan umat Islam menuai pro dan kontra 

mengenai status hukumnya. KB identik dengan pembatasan jumlah anak. 

Sebenarnya KB tidak terbatas pada pengertian tersebut, tetapi meliputi perencanaan 

keluarga yang didalamnya termasuk  penundaan kehamilan dengan menggunakan 

alat kontrasepsi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah faktor apa yang 

mempengaruhi masyarakat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat kurang 

meminati alat kontrasepsi jenis implan dan bagaimana penggunaan alat kontrasepsi 

jenis implan ditinjau dari teori Maṣlaḥah Mursalah. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan sosiologis yuridis dengan penelitian lapangan (field research). Jenis 

dan sumber data yang digunakan  yaitu data primer dan data sekunder. Data yang 

terkumpul dikaji melalui metode analisis deskriptif. Hasil analisa penelitian 

menunjukkan bahwa: Pertama, Faktor masyarakat kurang meminati alat 

kontrasepsi jenis implan sebagai alternatif penundaan kehamilan adalah karena 

kurangnya pengetahuan, umur, dan dukungan sosial yang dibagi dalam tiga 

dukungan diantaranya yaitu dukungan emosional, dan dukungan informasi. Kedua, 

Penggunaan alat kontrasepsi jenis implan ditinjau dari teori Maṣlaḥah Mursalah 

yakni alat kontrasepsi jenis implan mengandung maṣlaḥah atau kebaikan. Menurut 

hukum Islam Penundaan kehamilan menggunakan alat kontrasepsi boleh, artinya 

menunda kehamilan yang berarti mencegah kehamilan sementara untuk 

memberikan jarak pada kelahiran sebelumnya. Sedangkan membatasi kehamilan 

mempunyai pengertian mencegah kehamilan untuk selamanya setelah mempunyai 

jumlah anak dalam jumlah tertentu maka tidak diperbolehkan, serta kebolehan 

menggunakan alat kontrasepsi harus didasarkan dengan niat yang baik, sebab 

kebolehan menggunakan alat kontrasepsi dalam Islam hanya merupakan rukhṣah 

(keringanan) bagi suatu keluarga untuk mengadakan keseimbangan dan 

kepentingan  dalam hidup berkeluarga atau bermasyarakat bahkan bernegara untuk 

mengatasi muḍarat (kesukaran) dan hajat (kebutuhan). 
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KATA PENGANTAR 

 

نِ الرَّحِيمبِسْمِ اللَّوِ الرَّحْم   

هم ، أممَّا بمـعْد مُ عملمى رمسُوْلِ الِله ومعملمى آلوِِ ومصمحْبِوِ ومممنْ ومالَم ةُ ومالسَّلَم مْدُ لِله ومالصَّلَم ُُ الـحم  

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam 

peneliti sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat 

perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia 

untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu 

pengetahuan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan karya tulis  yang 

berjudul Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan 

Ditinjau Dari Teori Maṣlaḥah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Bubon, 

Kabupaten Aceh Barat). Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir 

yang merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi sekaligus untuk 

memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-

Raniry, Darussalam Banda Aceh. 

Dalam penulisan karya ilmiah ini telah banyak pihak yang membantu 

penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan 

segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada: 

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D Dekan Fakultas Syari‟ah 

dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi 

Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa‟dan 

S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami 

Mahasiswa/i di Fakultas Syari‟ah dan Hukum. 

2. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak 

Riadhus Sholihin, S.Sy.,M.H selaku pembimbing II, yang telah 
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banyak memberikan bimbingan, bantuan ide, dan pengarahan, 

sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga 

Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan 

rezekinya. 

3. Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Prodi Studi 

Hukum Keluarga, Bapak Aulil Amri, S.H., M.H, selaku Sekretaris 

Prodi Studi Hukum Keluarga, dan juga kepada Bapak Dr.Mursyid 

Djawas, S.Ag., M.H.I. selaku Penasehat Akademik, serta seluruh 

Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-

Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmu dan 

pengalamannya kepada peneliti sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan studi sejak awal semester hingga ke tahap 

penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak Muhammad Salimsyah S.Ag staf Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga berencana yang turut 

memberikan banyak masukan dan dan saran serta turut membimbing 

peneliti selama ini.  Ibu Gema Novi Ringgina, S.K.M Penyuluh 

Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Bubon 

Kabupaten Aceh Barat yang juga sangat ramah serta memudahkan 

peneliti  dalam hal perolehan data. 

5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya peneliti utarakan 

kepada kedua orang tua Ayahanda Jauhari dan Ibunda Herna Aida 

yang telah menyayangi, memberikan kasih sayang dan pendidikan 

yang begitu istimewa serta kepada saudara-saudara kandung peneliti 

Djuwita dan Putri Sahara. Juga kepada sahabat-sahabat peneliti 

Muthmainnah, Novianti, Bela Sari Dewi, Siti Izza Nazkia, 

Khairunnisak, dan Ocha Puspa Sari yang selalu membantu, 

mendorong dan menyemangati peneliti sehingga skripsi ini dapat 
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terselesaikan. Serta  teman-teman seperjuangan HK letting 17 yang 

tidak mungkin peneliti sebutkan satu, juga seluruh teman-teman 

seperjuangan dalam berorganisasi. Semoga kebaikan kalian dibalas 

oleh Allah SWT. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat 

kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan 

kerendahan hati dan ikhlas peneliti menerima kritikan dan saran yang dapat 

membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, peneliti 

sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak 

kekurangannya. peneliti berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi 

peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah 

jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan 

hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yā Rabbal 'Alamin.  

     

 

 Banda Aceh, 29 Desember 2021 

Penulis, 

 

 

 

Ade Faizah 
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TRANSLITERASI 

Keputusan Bersama Menteri Agama danMenteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987 

 

1. Konsonan  

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin. 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Alῑf tidak ا

dilamba

ngkan 

tidak 

dilambang

kan 

 țā‟ Ț te غ

(dengan 

titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ zet ظ Bā‟ B Be ة

(dengan 

titik di 

bawah)  

 ain „ koma„ ع Tā‟ T Te د

terbalik 

(di atas)  

 Śa‟ Ś es (dengan س

titik di 

atas) 

 Gain G Ge غ



 

x 

 

 Fā‟ F Ef ف  Jῑm J je ج

 Hā‟ ḥ ha ح

(dengan 

titik di 

bawah) 

 Qāf Q Ki ق

 Kāf K Ka ن Khā‟ Kh ka dan ha ر

 Lām L El ل Dāl D De د

 Żal Ż zet ر

(dengan 

titik di 

atas) 

 Mῑm M Em و

 Rā‟ R Er ٌ Nūn N En س

 Zai Z Zet ٔ Wau W We ص

 Sῑn S Es ِ Hā‟ H Ha ط

Hamz ء Syῑn Sy es dan ye ػ

ah 

„ Apo

strof 

 Șād Ș es (dengan ص

titik di 

bawah) 

٘ Yā‟ Y Ye 

 Ḍad ḍ de ض

(dengan 

titik di 

bawah) 

    

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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1) Vokal tunggal  

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 َُ  fatḥah A A 

 ُِ  Kasrah I I 

 ُُ  ḍammah U U 

2) Vokal rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama 

 ... ْ٘ َُ  fatḥah dan yā‟ Ai a dan i 

... ْٔ َُ  fatḥah dan wāu Au a dan u 

Contoh: 

 kataba- كَزتََ   

 fa„ala- فعََمَ   

 żukira- رُكِشَ   

 yażhabu- ٚزَْْتَُ   

 su‟ila- عُئمَِ   

ْٛفَ      kaifa- كَ

لَ    ْٕ َْ -haula 
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3. Maddah 

 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

ا... َُ ...ٖ َُ  fatḥah danalῑf 

atauyā‟ 

Ā a dangaris di 

atas 

... ْ٘  kasrahdanyā‟ ῑ i dangaris di 

atas 

 ْٔ ... ُُ  ḍammahdanwāu Ū u dangaris di 

atas 

Contoh: 

 qāla- لبَ لَ   

 ramā- سَيَٗ  

ْٛمَ     qῑla- لِ

لُ    ْٕ  yaqūlu- ٚمَُ

4. Tā’ marbūțah 

 Transliterasi untuk tā‟marbūțah ada dua: 

1) Tā‟ marbūțah hidup 

tā‟ marbūțah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah „t‟. 

2) Tā‟ marbūțah mati 

tā‟ marbūțah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, 

transliterasinya adalah „h‟. 
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3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā‟ marbūțah 

ituditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ظَخاُْلأغَْفبَ لِ  ْٔ  rauḍ ah al-ațfāl- سَ

   -rauḍ atul ațfāl 

سَحُ  َّٕ َُ ًُ ُْٚخَاُ نْ ذِ ًَ  al-Madῑnah al-Munawwarah- انَْ

   -AL-Madῑnatul-Munawwarah 

 țalḥah- غَهْذَخُ 

5. Syaddah (Tasydῑd) 

 Syaddah atau tasydῑd yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah 

tanda, tanda Syaddah atau tasydῑd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 

tanda syaddah itu. 

Contoh: 

بَ  rabbanā- سَثَُّ

ل  nazzala-  َضََّ

 al-birr-  انجشِ  

 al-ḥajj-  انذجّ 

ىَ   nu„ „ima-  َعُِّ

6. Kata sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata ,( ال )

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang 

sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti huruf syamsiyyahi maupunhuruf qamariyyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 

dengan tanda sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu- اسّجُمُ   

 as-sayyidatu- اعَِّٛذَحُ   

ظُ    ًْ  asy-syamsu- اشَ

 al-qalamu- انمهَىَُ   

ْٚعُ     al-badῑ„u- انجذَِ

 al-jalālu- انخَلالَُ   

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir 

kata.Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

ٌَ  رأَ ْٔ خُزُ   -ta‟ khużūna 

ء ْٕ  ‟an-nau-  انَُّ

ْٛئ  syai‟un-  شَ
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 ٌَّ  inna-  إِ

 umirtu-  أيُِشْدُ 

 akala-  أكََمَ 

 

8. Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

Contoh: 

 ٍَ ْٛ اصِلَ ْٛشُانشَّ خَ َٕ إََّبلله نَُٓ َٔ  -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqῑn 

   -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqῑn 

 ٌَ ْٛضَا ًِ انْ َٕ ْٛهَ اانْكَ ْٕ فُ ْٔ  Fa auf al-kaila wa al-mῑzān- فأَ

   -Fa auful-kaila wal- mῑzān 

ْٛم ْٛىُ انْخَهِ  Ibrāhῑm al-Khalῑl- إثْشَاَْ

   Ibrāhῑmul-Khalῑl 

يُشْعَب ْبَ َٔ  Bismillāhi majrahā wa mursāh- ثغِْىِ اللهِ يَجْشَاْبَ

ْٛذ للهِ عَهَٗ انُبّ طِ دِج  انْجَ َٔ  -Wa lillāhi „ala an-nāsi ḥijju al-baiti  

ْٛلاا  ِّ عَجِ ْٛ ٍِ اعْزطََب عَ إنَ  man istațā„a ilahi sabῑla- يَ

 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri 

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
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Contoh: 

لٌ  ْٕ ذٌ إلاَّسَعُ ًّ ب يُذَ يا أ  -Wa mā Muhammadun illā rasul 

 ٌَّ أ ظِعَ نهَُّب طِ  إِ ْٛذٍ  نطَ ثَ ّٔ أ  -Inna awwala baitin wuḍ i„a linnāsi 

خَ يُجبَ سَكَخا   lallażῑ bibakkata mubārakkan- نهَزِّ٘ ثجِكََّ

 ٌُ ِّ انْمشُْأ ْٛ َْضِلَ فِ ٌَ انزَِ٘ أ ْٓشُسَيَعَب  Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fῑh al-Qur‟ānu- شَ

-Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fῑhil qur‟ānu 

 ٍِ ْٛ جِ ًُ نمَذَْسَاَُِ ثبِ لأفُكُِ انْ َٔ  -Wa laqad ra‟āhu bil-ufuq al-mubῑn 

    Wa laqad ra‟āhu bil-ufuqil-mubῑni 

 ٍَ ْٛ ًِ ذُ للهِ سَةِّ انْعَب نَ ًْ  Alhamdu lillāhi rabbi al-„ālamῑn- انْذَ

    Alhamdu lillāhi rabbil „ālamῑn 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 

Contoh: 

فْزخٌَ لشَِ  َٔ ٍَ اللهِ  ْٚتٌ َصَْشٌيِ  -Nasrun minallāhi wa fatḥun qarῑb 

ب ْٛعا ًِ  Lillāhi al-amru jamῑ„an- للهِ الأيْشُ جَ

ْٛىٌ  ءٍ عَهِ ْٙ اللهُ ثكُِمِّ شَ َٔ  -Wallāha bikulli syai„in „alῑm 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 

Catatan: 

Modifikasi 

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 
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ditulis sesuai kaidah penerjemahan. 

   Contoh: Șamad Ibn Sulaimān. 

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. 

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci dalam membentuk keluarga 

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dimana perjanjian tersebut 

merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan tujuan 

tercapainya keluarga yang sakῑnah mawaddah wa raḥmah. Melalui perkawinan 

manusia dapat saling mengasihi, dan menjalin hubungan kekeluargaan. 

Berbicara tentang perkawinan tentunya kurang lengkap apabila tidak ada 

keturunan karena salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan 

keturunan yang berkualitas. Dalam pengembangan keturunan, Islam tidak 

menghendaki keturunan yang lemah
1
 dan serba kekurangan baik jasmani 

maupun rohani, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. 

Diantara metode untuk mengoptimalkan hal di atas adalah mengatur jarak 

kelahirannya. Hal ini juga  mengingat bila setiap tahun melahirkan anak, akan 

membuat sang ibu tidak punya kesempatan untuk memberikan perhatian kepada 

anaknya. Karena secara alamiah, seorang bayi idealnya anak menyusu kepada 

ibunya selama dua tahun. 

Seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, upaya untuk 

mewujudkan suatu keluarga yang bahagia menemui banyak kendala. Kebutuhan 

hidup yang semakin meningkat tidak seimbang dengan penghasilan yang 

semakin menurun sehingga menciptakan problem kemiskinan dimana-mana. 

Salah satu faktor penyebab masalah tersebut adalah semakin padatnya jumlah 

penduduk, sedangkan lapangan pekerjaan semakin sedikit. Karena hal ini maka 

pemerintah memberikan alternatif untuk mengurangi kepadatan penduduk, yaitu 

dengan diadakannya program Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana 

                                                     
1 Amrin Borotan, Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm dan Iman Al-Ghazali tentang 

„Azl sebagai Metode Kontrasepsi dan Relevansinya dengan Program Keluarga Berencana (KB) 

DI indonesia, Hukumah: JurnaL Hukum Islam, Vol 3, No 2, 2020, hlm 1 
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adalah salah satu bentuk program pemerintah yang ditempuh untuk mengatasi 

masalah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, cara pengaturan kelahiran 

(fertilitas) dengan tujuan mencapai keluarga (ayah, ibu, anak) yang sehat, baik 

fisik dan mental maupun sosial ekonomis. 

Keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan 

anak dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbahan penduduk.
2
 Di dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009  tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, seperti 

yang tercantum dalam pasal 1 ketentuan umum ayat 6-8 yang menyatakan  

bahwa : 

1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 

suami, istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, 

atau ibu dan anaknya. 

2. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga 

berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. 

3. Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran, jarak, usia 

ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, 

perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi  untuk 

mewujudkan keluarga yang berkualitas. 

Program Keluarga Berencana (KB) dirumuskan sebagai upaya 

peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui batas usia 

perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan 

kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakῑnah mawaddah 

wa raḥmah. Keluarga berencana adalah suami istri yang telah mempunyai 

perencanaan yang konkrit mengenai kapan anaknya diharapkan lahir.
3
 Berbagai 

pilihan alat kontrasepsi ditawarkan kepada masyarakat dan sebagian masyarakat 

                                                     
2 Minnati Daniyyati, Tinjauan Hukum Islam tentang Keluarga Berencana Menurut 

Yusuf Al-Qardhawi, (Skripsi yang dipublikasi), (Yogyakarta: UIN Sunan  Kalijaga, 2016), hlm. 

3. 
3Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hlm. 54. 
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sudah mengambil program keluarga berencana yang dianjurkan oleh 

pemerintah. Mulai dari yang permanen hingga yang sementara. Baik yang 

digunakan pria maupun wanita. Diantara jenis-jenis alat kontrasepsi salah 

satunya adalah implan atau biasa masyarakat menyebutnya susuk. Implan atau 

susuk merupakan salah satu alat kontrasepsi yang sangat efektif untuk mencegah 

kehamilan juga sangat meringankan penggunanya dibandingkan metode 

kontrasepsi lainnya. Penggunaan implan bisa bertahan 3 sampai 5 tahun dengan 

sekali pakai. Bandingkan dengan pil yang setiap hari harus diminum, suntik 

setiap bulan, kondom setiap ingin berhubungan, dan penggunaan alat 

kontrasepsi lainnya. 

Dalam Islam, hal yang masyhur digunakan pada masa Rasulullah  untuk 

mengatur kelahiran adalah dengan „azl, yaitu mengeluarkan sperma diluar 

rahim. Menurut Yūsuf Al-Qarḍāwī Tanzimun Nasāl atau pembatasan kelahiran 

ialah suatu kemudahan bagi kaum muslimin untuk mengatur jarak kelahiran 

anak dalam keluarga.
4
  Apabila terdapat hal-hal yang menghendakinya, seperti 

kesukaran-kesukaran dan dalam kemuḍaratan yang menimpa keluarga itu. Maka 

adanya aturan kehamilan itu sebagai wasilah yang menjadi obat penawar 

manusia untuk mengatur jumlah keluarganya. Serta ada alasan-alasan yang 

menjadi pijakan untuk melakukan program Keluarga Berencana. Diantaranya, 

adanya kekhawatiran kehidupan atau kesehatan ibu bila hamil atau melahirkan. 

Alasan lainnya adanya kekhawatiran munculnya bahaya terhadap urusan dunia 

yang tak jarang mempersulit ibadah. Dengan demikian, selama cara yang 

ditempuh untuk mencapai tujuan itu dibenarkan menurut ajaran Islam, maka 

program ini sejalan dan bahkan dianjurkan oleh ajaran Islam. 

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

(LAKIP) Perwakilan  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  

Nasional  (BKKBN)  Provinsi Aceh tahun 2018, Jumlah pengguna alat 

                                                     
4 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (LAKIP) Perwakilan  Badan  

Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  Provinsi Aceh tahun 2018 
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kontrasepsi di Aceh mencapai 74% dengan jumlah  peserta KB Baru (PB)  jenis 

implan mencapai  304 orang dan pada tahun 2019 presentasi mencapai 51,23% 

dengan jumlah PB 81 orang. Hal ini menunjukkan ada penambahan Peserta KB 

Baru (PB) dalam setahun. Di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, pada 

tahun 2020 peserta aktif pengguna alat kontrasepsi jenis implan mencapai 198 

orang atau 25.7% peserta.. Sedangkan jumlah keseluruhan peserta aktif 

pengguna alat kontrasepsi adalah 770 peserta.  Hal ini menunjukkan bahwa alat 

kontrasepsi jenis implan masih sangat sedikit penggunanya dan kurang populer. 

Padahal, keunggulan KB implan antara lain yakni lebih efektif (99,95%), mudah 

digunakan, kesuburan segera pulih setelah KB implan diangkat, serta aman 

digunakan bagi ibu yang sedang menyusui. “implan direkomendasikan untuk 

wanita sehat semua usia, dan untuk yang berusia 40 tahun sangat baik karena 

dapat menurangi resiko terkenanya penyakit kanker payudara. Hal ini karena 

KB implan hanya bersisi hormon progrestin dan sama sekali tidak mengandung 

hormon estrogen yang selama ini dikaitkan dengan meningkatnya resiko terkena 

penyakit kanker payudara”.
5
 

  Maka dari itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Keluarga Berencana dalam merayakan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) 

yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2021, dirayakan dengan melakukan pemasangan 

KB jenis Implan secara serentak di Puskesmas Kecamatan Bubon Kabupaten 

Aceh Barat. Seluruh masyarakat yang memilih menggunakan KB jenis implan 

dibawa ke puskesmas dengan didampingi oleh ketua posyandu dari masing-

masing desa.  

Menurut Gema, salah satu staf Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat, Program 

KB yang dijalankan selama ini di Kecamatan Bubon berjalan dengan 

semestinya, namun ada beberapa hal yang dikhawatirkan dari program KB 

                                                     
5 Hasil Wawancara, Maulida, Staf Puskesmas Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh 

Barat, 22 April 2020, Jam 15.30 WIB  
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tersebut tidak begitu efektif. Contohnya seperti masyarakat yang memilih 

menggunakan pil KB sebagai alat kontrasepsi. Hal ini dikhawatirkan masyarakat 

lupa dan tidak konsisten mengkonsumsi pil KB setiap hari dan di jam yang 

sama. Hal tersebut dapat membuat efektivitas dari pil KB menurun cepat dan 

meningkatkan resiko ovulasi dan kehamilan pun bisa terjadi. Serta pemakaian 

obat atau suplemen juga mempengaruhi efektivitas pil KB. Sedangkan 

penggunaan implan bertahan selama 3-5 tahun dengan sekali pemasangan, tidak 

mengganggu air susu ibu, bermanfaat bagi yang tidak bisa mengonsumsi pil 

kombinasi, berguna bagi mereka yang lupa minum pil atau menghadiri janji 

suntik, dan dapat dikeluarkan kapan saja yang diinginkan serta bisa langsung 

subur.
6
 

Berdasarkan fakta diatas dan untuk mendapatkan penjelasan lebih detail, 

Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui penulisan skripsi 

dengan judul“Penundaan kehamilan melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan 

Ditinjau dari Teori Maṣlaḥah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Bubon, 

Kabupaten Aceh Barat)” 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalahnya adalah : 

1. Faktor apa yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Bubon 

Kabupaten Aceh Barat kurang meminati  alat kontrasepsi jenis 

implan sebagai alternatif penundaan kehamilan ? 

2. Bagaimana penggunaan alat kontrasepsi jenis implan ditinjau dari 

teori Maṣlaḥah Mursalah? 

 

 

                                                     
6 Hasil Wawancara dengan Gema Novi Ringgina, Penyuluh Lapangan Keluarga 

Berencana Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, 27 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB. 
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C. Tujuan penelitian 

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti, begitu pula dengan penelitian ini juga memiliki tujuan yang akan 

dicapai. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor masyarakat Kecamatan Bubon  Kabupaten 

Aceh Barat kurang meminati alat kontrasepsi jenis implan sebagai 

alternatif penundaan kehamilan 

2. Untuk mengetahui  penggunaan alat kontrasepsi jenis implan ditinjau 

dari teori Maṣlaḥah Mursalah 

 

D. Penjelasan Istilah 

Untuk membantu pembaca agar lebih mengerti tentang pembahasan ini, 

maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap 

penting dalam penelitian ini agar pembaca senantiasa bisa memahami istilah-

istilah yang ada dalam skripsi ini, diantaranya adalah: 

1. Penundaan kehamilan 

  Penundaan kehamilan berarti pasangan suami istri yang telah  

mempunyai perencanaan yang konkrit mengenai kapan anaknya  

diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira 

dan syukur dan merencanakan berapa anak yang dicita-citakan, yang 

disesuaikan dengan kemampuannya dan situasi kondisi masyarakat dan 

negaranya.
7
 

2. Kontrasepsi 

 Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau 

melawan, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang 

matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari 

kontrasepsi adalah menghindar/mencegah terjadinya kehamilan sebagai 

                                                     
7 Ibid, hlm. 54. 
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akibat dari pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma.8 

3. Implan 

Implan adalah obat kontrasepsi yang berbentuk seperti tabung 

kecil, sebesar korek api. Di dalamnya terkandung hormon  progesteron 

yang akan dikeluarkan sedikit demi sedikit. Alat kontrasepsi ini 

dimasukan dibawah kulit pada bagian lengan atas tidak terlihat dari luar 

tapi masih bisa diraba. Cara kerjanya yaitu hormon progesteron yang 

dilepaskan implan akan menghambat terjadinya ovulasi yang 

menyebabkan selaput lendir atau endometrium tidak siap menerima 

pembuahan. 
9
   

4. Teori Maṣlaḥah 

Istilah teori maṣlaḥah  terdiri dari dua kata, yaitu teori dan 

maṣlaḥah. Teori berarti pendapat yang didasarkan pada penelitian dan 

penemuan, didukung oleh data dan argumentasi, atau logika, metodologi, 

argumentasi, asas, dan hukum umum yang menjadi dasar penemuan 

hukum.
10

 Sementara itu, kata maṣlaḥah berarti kebaikan, maslahat, adanya 

manfaat dan kebaikan dari suatu hal, atau sesuatu yang mendatangkan 

kebaikan, kemaslahatan, faedah dan kegunaan.
11

 Menurut Abdul Wahhāb 

Kallāf, maṣlaḥah berarti mengambil keuntungan, menolak muḍarat dan 

menghilangkan kesulitan.
12

  

 Dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan istilah teori 

maṣlaḥah  penelitian ini adalah suatu kaidah atau asas hukum yang telah 
                                                     

8Ikhawni Ratna & Irdayanti, “Perbedaan Pengaruh Pengguna Alat Kontrasepsi IUD dan 

Suntik terhadap Siklus Haid Perempuan di Kecamatan Marpoyan Damai Pekan Baru”. Jurnal 

Perempuan dan Gender, Vol. 11, No. 2, Tahun 2012, hlm. 2. 
9 Heri Yanto, Motif KB Masyarakat Desa Babakan Ciseeng Menurut Hukum Islam 

(Skripsi yang dipublikasi), (Jakarta : UIN Hidayatullah, 2014), hlm. 26. 
10Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonsia, (Jakarta: Pusat Bashasa Dediknas, 2008), hlm. 

1290. 
11Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Cet 2, Jld 3, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 

2011), hlm. 47. 
12 Abdul Wahhab Kallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Terjemahan Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, 

Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139. 
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ditetapkan oleh para ulama tentang cara pengambilan hukum melalui teori 

maṣlaḥah dan  teori maṣlaḥah yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

Maṣlaḥah Mursalah. 

 

E. Kajian Pustaka 

Untuk mendalami terkait masalah ini, maka sangat penting untuk 

mengkaji hasil penelitian-penelitian  dalam kasus yang hampir serupa dan yang 

telah terbit terdahulu sebagai bahan rujukan bagi proposal skripsi yang sedang 

peneliti teliti. Terdapat beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan 

proposal ini, antara lain  

Pertama, skripsi karya Winda Ariyeni mahasiswa prodi Ilmu Al-Qur‟an 

dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya, yang 

berjudul Keluarga Berencana dalam Al-Qur‟an (Studi Tematik Tafsir Sayyid 

Quthb). Skripsi ini membahas tentang penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-

ayat Al-Qur‟an tentang hukum keluarga serta bagaimana konsep keluarga 

berencana pada masa sekarang berdasarkan penafsiran Sayyid Quthb. Penelitian 

menggunakan metode penafsiran Maudhu‟i. Dari hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa KB lebih mengarah kepada pengaturan keturunan dan itu 

lebih menekan pada mengatur jarak keturunan yang satu dengan keturunan 

selanjutnya. Sedangkan pembatasan keturunan berkonotasi negatif, karena lebih 

mengarah pada pemandulan dan aborsi.
13

 

Selanjutnya, jurnal karya Al-Fauzi yang berjudul Keluarga Berencana 

Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan. Jurnal ini fokus pada pandangan 

ulama Indonesia mengenai program KB serta cara pemerintah Indonesia 

menekan laju pertumbuhan penduduk. Metode yang digunakan adalah penelitian 

lapangan dan penelitian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islam 

memperboleh melakukan penjarangan anak atau penundaan kehamilan atau 

                                                     
13 Winda Ariyeni, Keluarga Berencana dalam Al-Qur‟an (Studi Tematik Tafsir Sayyid 

Quthb), (Skripsi yang dipublikasi), (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. 89. 
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pengaturan memperoleh keturunan dengan „azl dengan syarat mendapatkan izin 

dari istri dan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau lebih dikenal  dengan istilah 

keluarga  berencana. 
14

 

Selanjutnya, jurnal karya Emilia Sari dengan judul Keluarga 

Berencana Perspektif Ulama Hadist. Jurnal ini menjelaskan tentang pencegahan 

kehamilan dengan cara„azl yang menuai banyak kontroversi dan perbedaan 

pandangan dari para ahli fikih. Jenis  Penelitian menggunakan penelitian 

perpustakaan.Kesimpulannya adalah beberapa ulama tidak membolehkan KB 

dengan alasan yang kuat berdasarkan dalil QS. Al-Isra‟ ayat 31. Sedangkan 

sebagian ulama membolehkan jika memang dalam keadaan yang 

membahayakan nyawa seseorang .
15

 

Selanjutnya, jurnal karya Ikhwani Ratna dan Hidayati Nasrah, yang 

berjudul Pemakaian Alat Kontrasepsi pada Wanita Muslimah Melalui Tingkat 

Pemahaman Agama Islam di Kota Pekanbaru. Jurnal ini menganalisis tentang 

pengaruh tingkat agama islam pada wanita muslim terhadap penggunaan alat 

kontrasepsi. metode yang digunakan adalah analisis regresi linier. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pemahaman agama islam wanita 

muslimah tidak berpengaruh signifikan terhadap pemakaian alat kontrasepsi. 

Hal ini berarti terdapat faktor lain yang memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pemakaian alat kontrasepsi selain pemahaman agama islam. Misalnya dengan 

memperhatikan faktor kemudahan akses memperoleh alkon, faktor efek samping 

pemakaian alkon, dan faktor promosi dan faktor lainnya yang perlu diuji lebih 

lanjut
16

 

Selanjutnya jurnal karya Muhammad Dani Somantri, DKK yang 

                                                     
14 Al-Fauzi, “Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan”. 

Jurnal Lentera, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hlm. 22. 
15 Emelia Sari, “Keluarga Berencana Perspektif  Ulama Hadist”. Jurnal Salam, Vol. 6, 

No. 1, Tahun 2019, hlm. 15. 
16Ikhwani Ratna dan Hidayati Nasrah, “Pemakaian Alat Kontrasepsi pada Wanita 

Muslimah Melalui Tingkat Pemahaman Agama Islam di Kota Pekan Baru”. Jurnal Marwah, 

Vol. 17, No. 1, Tahun 2018, hlm. 76. 
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berjudul Analisis Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif 

Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas. Dari analisis ini 

dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam memiliki keturunan 

diperbolehkan, serta para ulama berpendapat perihal menunda kehamilan bagi 

pasangan suami istri yaitu mubah, mubah mutlak, makruh, dan haram. Jadi, 

secara normatif praktik-praktik menunda kehamilan belum sampai pada tahapan 

hukum yang bersifat mewajibkan. Jika merujuk pada temuan empirik data 

penelitian tentang praktik kehamilan, terutama yang dialami oleh pasangan yang 

menikah dibawah umur ternyata berimplikasi muḍarat bagi dirinya.
17

 

Selanjutnya jurnal karya Rahmiyani Saad yang berjudul  Faktor-faktor 

yang Berhubungan dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi Implan di Puskesmas 

Batulappa Kab. Pinrang, Tahun 2018.Penelitian ini melibatkan seluruh 

pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi sebagai 

populasi, dan pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi 

dan datang berkunjung ke puskesmas Batulappa sebagai sampel. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan bermakna antara pengetahuan, 

dukungan suami dengan penggunaan alat kontrasepsi implan di puskesmas 

Batulappa, dan tidak ada hubungan bermakna antara sosial budaya dengan 

penggunaan alat kontrasepsi implan di puskesmas Batulappa. Oleh karena itu, 

masyarakat perlu diberi konseling tentang KB dan mendorong keinginan 

pengguna KB implan sebagai alternatif bagi akseptor yang menghendaki KB 

sebagai metode jangka panjang.
18

 

Terakhir jurnal karya Karmila, Dkk, dengan judul Perspektif Agama 

Islam dan Kesehatan tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang 

(AKJP) Implan di BPM Keluarga Sehat Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten 

                                                     
17Muhammad Dani Somantri, Dkk, “Analisis Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan 

Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas”. Jurnal Kajian 

Hukum Islam, Vol 3, No 2, Tahun 2018, hlm. 217. 
18Rahmiyani Saad, “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Alat 

Kontrasepsi Implan di Puskesmas Batulappa Kab. Pinrang”. Jurnal Ilmiah Kesehatan Iqra, Vol. 

6, No. 1, Tahun 2018, hlm. 70. 
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Aceh Tenggara Provinsi Aceh tahun 2019. Jurnal ini membahas tentang 

pendidikan, pengetahuan, dukungan suami dan sikap pemakaian kontrasepsi 

implan tidak ada hubungannya dengan umur, paritas dan jarak pelayanan dengan 

pemakaian alat kontrasepsi implan di klinik BPM Keluarga Sehat Kecamatan 

Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh tahun 2019. Secara 

komprehensif, wawancara yang dilakukan informan wanita usia subur dan 

suami memberikan tanggapan negatif terhadap pemakaian alat kontrasepsi 

implan, sedangkan informan lain seperti kepala desa imam kampong, bidan desa 

dan petugas BKKBN memberikan reaksi yang positif dengan mengatakan 

bahwa penggunaan alat kontrasepsi implan boleh saja dilakukan pemakaiannya 

pada wanita usia subur jika ditinjau dari segi agama dan kesehatan.
19

 

Dari beberapa literatur yang ditemukan, maka dapat diketahui bahwa 

penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian di atas. Hal yang menjadi 

pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada faktor masyarakat di Kecamatan 

Bubon menggunakan alat kontrasepsi jenis implan dan bagaimana praktek 

penggunaan alat kontrasepsi jenis implan sebagai alternatif penundaan 

kehamilan  dalam masyarakat Bubon kabupaten Aceh Barat ditinjau dari teori 

Maṣlaḥah Mursalah Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian 

dengan judul “Penundaan kehamilan melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan 

ditinjau dari Teori Maṣlaḥah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Bubon, 

kabupaten Aceh Barat)” belum pernah diteliti. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk 

memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi 

kepentingan masyarakat luas. Setiap literatur memiliki metode dan teknik 

                                                     
19Karmila, Dkk, “Perspektif Agama Islam dan Kesehatan tentang Penggunaan Alat 

Kontrasepsi Jangka Panjang (AKJP) Implan di BPM Keluarga Sehat Kecamatan Darul Hasanah 

Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh”. Journal of Healthcare and Medicine, Vol. 6, No. 2, 

Tahun 2020, hlm. 1011. 
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pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Hal ini  

membatasi gerak dan  batasan dalam pembahasan ini agar tepat pada sasaran. 

Oleh karena itu, metode penelitian haruslah mempunyai relevansi yang sangat 

kuat dengan masalah yang ingin dibahas.
20

 Untuk mendapatkan hasil yang 

optimal dan subjektif dalam penelitian ini, maka penulis mencoba menggunakan 

beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang 

akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu 

bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Pendekatan  Penelitian 

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang 

dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan 

disiplin ilmu yang dimiliki.
21

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yuridis. Pendekatan sosiologis 

yuridis bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan 

jalan terjun langsung ke objeknya. Data ini didapatkan dari hasil observasi 

dan wawancara dengan staf yang bekerja di kantor Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Aceh Barat. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan 

fakta terhadap suatu objek yang diteliti. Pendekatan kualitatif juga 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.
22

 Diperoleh dengan cara Field research (penelitian lapangan). 

Jenis penelitian lapangan adalah data yang diambil langsung dari lokasi 

                                                     
20Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi 8. (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group,2013), hlm. 128. 
21M. Jafar, Kriteria Sadd Al-Dhari‟ah dalam Epistemologi Hukum Islam, (Disertasi 

dipublikasi). (Banda Aceh: Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 184. 
22 Lexy J Moeong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 

hlm. 3. 
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penelitian.23 Penelitian ini mengambil objek di Kecamatan Bubon, 

Kabupaten Aceh Barat. Namun dalam keadaan tertentu juga menggunakan 

penelitian perpustakaan yang bersifat tertulis, seperti buku-buku atau kitab 

undang-undang dan kitab fikih serta referensi lain yang dianggap cukup 

relevan dengan penelitian ini. 

3. Bahan Hukum 

Bahan hukum dibedakan menjadi dua,  bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder.  

a. Bahan hukum primer adalah sumber data yang mempunyai atau 

yang bersifat otoritatif, artinya memiliki otoritas serta menjadi 

bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi 

langsung terkait objek penelitian. Data primer adalah data 

pokok yang dikumpulkan di lapangan terkait permasalahan 

penundaan kehamilan melalui alat kontrasepsi jenis implan di 

Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat. 

b. Bahan hukum sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai 

tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada 

relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder ini bisa 

disebut data perpustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-

kitab fikih, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya 

yang sesuai dengan kajian penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data 

tidak akan ada riset. Data yang dipakai dalam riset haruslah data yang 

benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah. 

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu: 

a. Observasi 

                                                     
23 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 30. 
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Observasi adalah pengamatan secara langsung dan 

mencatat secara sistematis peristiwa yang sedang berjalan 

(Research Social). Dalam pengertian lain metode observasi 

kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan 

menggunakan seluruh panca indra.24Metode ini dilakukan dengan 

pengamatan secara langsung terhadap objek kemudian hasil 

pengamatan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua 

pihak, dengan bertatap muka langsung dengan responden untuk 

menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan 

pendapat maupun persepsi dari responden dan bahkan saran-saran 

responden.25Dalam penelitian ini bentuk wawancara yang 

digunakan adalah wawancara indepth interview, yaitu wawancara 

yang mendalam dengan bertanya jawab serta bertatap langsung 

dengan ketua Posyandu, dan petugas BKKBN yang berada di 

Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.Wawancara ini 

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan 

mengadakan pendalam pertanyaan untuk menggali keterangan 

lebih lanjut tentang masalah penelitian.26 

c. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Studi 

dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

mempelajari dokumen untuk mendapat data atau informasi yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

                                                     
24Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 9. 
25 Suratman, metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 127. 
26Lexy J Moeong, Metode..., hlm. 190. 
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5. Objektivitas dan validasi data 

Objektivitas yaitu berhubungan dengan kesepakatan atau 

interpersonal agreement antar banyak orang pada suatu data.Seperti 

penelitian yang dilakukan yaitu Penundaan Kehamilan melalui Alat 

Kontrasepsi Jenis Implan (Studi Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh 

Barat) sehingga penelitian tersebut menjadi objektif. Validasi dalam 

penelitian kualitatif menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan 

konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara 

peneliti dan partisipan yaitu memiliki kesesuaian dalam mendeskripsi 

suatu peristiwa tersebut. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

secara deskriptif dengan pola pikir deduktif. Teknik analisis deduktif 

yaitu dengan menggambarkan dan melukiskan secara sistematis segala 

fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis dengan menggunakan 

pemahaman yang konkrit sehingga dapat ditarik kesimpulan. Metode 

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah 

berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari 

suatu gejala tertentu.27 Menurut Rianto Adi deskriptif bertujuan 

memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-

hipotesis.28Pola pikir deduktif adalah metode berfikir yang diawali 

dengan mengemukakan teori-teori umum yang berkenaan dengan alat 

kontrasepsi, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat 

khusus dari hasil penelitian terhadap alat kontrasepsi dalam pandangan 

hukum Islam, yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

 

 

                                                     
27 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2011), hlm. 22. 
28Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 130.  
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G. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat 

bab, dengan uraian sebagai berikut: 

  Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi menjadi 7 (tujuh) sub-

bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi 

sistematika penulisan. 

  Bab dua merupakan kerangka teoritik yang membahas tentang kajian 

penundaan kehamilan dan kaitannya dengan Maṣlaḥah Mursalah. Bab ini terdiri 

dari tiga sub bahasan, yaitu teori maṣlaḥah, teori Maṣlaḥah Mursalah, dan 

kemaslahatan penundaan kehamilan. 

Bab tiga adalah bab analisis, merupakan pembahasan dari hasil 

penelitian berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi penggunaan alat kontrasepsi jenis implan sebagai 

alternatif penundaan kehamilan, serta analisis terhadap pandangan hukum 

Islam terhadap penggunaan alat kontrasepsi jenis implan sebagai alternatif 

penundaan kehamilan 

Bab empat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil 

penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sekaligus 

menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, disertai dengan 

saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini. 
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BAB DUA 

 MAṢLAḤAH MURSALAH DAN PENUNDAAN KEHAMILAN 

 

A.  Maṣlaḥah Mursalah 

a) Pengertian Maṣlaḥah 

Para ulama Islam sepakat bahwa sumber utama hukum Islam adalah 

Al-Qur‟an dan Hadist. Sumber (dalil-dalil) lainnya seperti ijma‟, qiyās, 

istiḥsān, dan Maṣlaḥah Mursalah masih diperselisihkan, baik eksistensinya 

maupun intensitasnya sebagai suatu dalil hukum. Maṣlaḥah merupakan 

suatu dalil hukum yang dapat memberikan gerak yang lebih cepat dan luas 

kepada  para mujtahid untuk berfikir, karena tidak begitu banyak 

memerlukan kaitan pada nash sebagaimana yang berlaku pada qiyās. 

Namun yang lebih ditekankan adalah suatu keyakinan bahwa di dalamnya 

terdapat maslahat umat. 

Secara bahasa, maṣlaḥah berasal dari kata ṣalaḥa, yaṣliḥu, ṣalḥan, 

ṣaluḥun wa maṣluḥun, artinya baik, bermanfaat, dan kebaikan.
29

 Kata 

maṣlaḥah merupakan bentuk tunggal kata al-maṣālih segala sesuatu yang di 

dalamnya mengandung kemanfaatan. Sehingga itu, kata maṣlaḥah juga 

diartikan sebagai segala sesuatu yang di dalamnya mengandung 

kemanfaatan bagi umat manusia.
30

 Bisa juga berarti perbuatan-perbuatan 

yang mendorong pada kebaikan.
31

 Terkadang digunakan juga istilah lain 

yaitu al-istiṣlah yang berarti “mencari kebaikan”. Tak jarang kata maṣlaḥah 

atau istiṣlah ini disertai dengan kata al-munāsib yang berarti “Hal-hal yang 

cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.  Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), kata maṣlaḥah (ditulis dengan maslahat) diartikan 

                                                     
29 Satria Effendi M Zein, Ushul Fiqh, Cet 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2021), hlm. 148. 
30 Abdul Hayy Abdul „Al, Pengantar Ushul Fikih, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 

hlm. 316. 
31 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Cet. 6, Jld. 2, (Jakarta: Kencana Prada Media Group, 

2011), hlm. 345.  
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sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan 

sebagainya), faedah dan berguna.
32

 Dalam artinya yang umum adalah setiap 

segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau 

menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam 

arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan). Jadi, 

maṣlaḥah secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan 

bermanfaat. 

Adapun pengertian maṣlaḥah secara terminologi, menurut beberapa 

pendapat para ulama, seperti Imam Al-Ghazali (450 H-505 H) menjelaskan 

bahwa maṣlaḥah dalam pengertian syar‟i ialah, mendatangkan manfaat dan 

menghindari keburukan dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta.
33

 Sementara itu Imam al-Khawarizmi menjelaskan, 

yang dimaksud dengan maṣlaḥah ialah memelihara tujuan syara‟ dengan 

cara menghindarkan kemafsadatan dari manusia.
34

 Imam Al-„lez ibn Abd 

al-Salām memberikan arti, maṣlaḥah didasarkan pada prinsipnya, ada empat 

bentuk manfaat yaitu: kenikmatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan 

dan sebab-sebabnya. Sedangkan maṣlaḥah menurut Imam Al-Țufi (657 H-

716 H) yaitu sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara‟.
35

 

Kemaslahatan adalah suatu hal yang tumbuh dan berkembang. Oleh 

karena itu, Ziauddῑn Sardar mengatakan bahwa Al-Qur‟an dan Al-Sunnah  

sebagai dasar keabsahan syari‟at Islam tidak membuat ketentuan umum 

bagi setiap kemungkinan permasalahan yang diprediksikan. Al-Qur‟an 

menggariskan konsep-konsep global untuk selanjutnya dapat dikembangkan 

dan dibentuk sesuai tuntutan masyarakat dan zaman melalui pertombangan 

maṣlaḥah. Dengan mempertimbangkan syari‟at Islam akan mampu 

                                                     
32 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka 

Phoenix, 2009),  hlm. 399. 
33 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1996), hlm. 114. 
34 Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam, (Malang: Uin Malang Press, 2007), hlm. 115. 
35 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),  

hlm. 369. 
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memecahkan masalah-masalah yang muncul. Oleh karena itu, menurut Ibnu 

Qayyῑm, kemaslahatan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan 

dalam menerapkan hukum. Karena dengan mewujudkan permaslahatan 

berarti akan terwujud pula suatu keadilan dan ketentraman sebagai wujud 

pokok syari‟at.
36

 

b) Kategori Maṣlaḥah 

Telah dijelaskan di atas, bahwa syari‟at Islam berorientasi pada 

kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan 

kemaslahatan premis dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani 

kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat 

dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu : 

a. Maṣlaḥah berdasarkan segi perubahan maslahat 

Menurut Mustafa Asy-Syalabi (guru besar uṣul fiqh 

Universitas al-Azhar, Cairo), terdapat dua bentuk maṣlaḥah 

berdasarkan segi perubahan maṣlaḥah. Pertama, al-maṣlaḥah as-

sabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah 

sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti 

shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, al-maṣlaḥah al-

mutagayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai 

dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. 

Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan 

muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan 

yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Perlunya 

pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk 

memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang 

tidak berubah.
37

 

                                                     
36 Mukhsin Nyak Umar, Kaidah Fiqhiyah dan Pembaharuan Hukum Islam, (Banda 

Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 33. 

 37 Abdul Azis Dahlan, Dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet.3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 1999), hlm. 1145. 
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b. Maṣlaḥah berdasarkan keberadaan maṣlaḥah menurut syara‟. 

Maslahat semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi 

membaginya kepada tiga macam yaitu: al-maṣlaḥah al-

mu‟tabarah, al-maṣlaḥah al-mulgah, al-maṣlaḥah al-mursalah. 

a) AI-Maṣlaḥah al-Mu‟tabarah 

Al-maṣlaḥah al-mu‟tabarah adalah kemaslahatan 

yang mendapat dukungan oleh syara‟. Baik jenis maupun 

bentuknya. Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi 

dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya 

tentang hukuman atas orang yang meminum minuman 

keras. Bentuk hukuman bagi orang yang meminum 

minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw 

dipahami secara berlainan oleh ulama fiqih. Hal ini 

disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi 

Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang 

meminum minuman keras.
38

Ada hadis yang menunjukkan 

bahwa alat yang digunakan Rasulullah SAW adalah 

sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali.  

Sementara itu hadis lain menjelaskan bahwa alat 

pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 

40. Karenanya, setelah Umar bin Khattab (sahabat Nabi 

SAW) bermusyawarah dengan para sahabat lain, 

menetapkan hukuman dera bagi orang yang meminum 

minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Umar bin 

Khattab mengqiyaskan orang yang meminum minuman 

keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat 

zina. Logikanya adalah seseorang yang meminum 

                                                     
38  Salma, Mashlahah dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal al-Syir,ah, Vol 10, No.2, 

2012. Hlm  4                                                                                                                                                                                                                    



 

21  

 

minuman keras apabila mabuk bicaranya tidak bisa 

terkontrol dan diduga keras akan           menuduh orang 

lain berbuat zina Hukuman untuk seseorang              yang 

menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera  

yaitu QS An-Nuur (4):  

نِٰيْم ومالَّذِيْنم يمـرْ  اءۤم فماجْلِدُوْىُمْ ثَم مُوْنم الْمُحْصمنٰتِ ثَُُّ لَمْ يمأْتُـوْا باِمرْبمـعمةِ شُهمدم  

مُْ شمهمادمةً امبمدًا  ةً وَّلَم تمـقْبـملُوْا لَم لْدم كم  ُ  جم ىُمُ الْفٰسِقُوْنم  وماوُلٰىِٕۤ  

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita 

yang  baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak 

mendatangkan  empat orang saksi, maka deralah mereka 

(yang menuduh itu)  delapan puluh kali dera, dan 

janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-

lamanya Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”
39

                 

 Karena adanya dugaan keras menuduh orang lain 

berbuat zina akan muncul dari ora ng yang mabuk, maka 

Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib mengatakan 

bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras 

sama hukumnya dengan orang yang menuduh orang lain 

berbuat zina Menurut ulama ushul fiqh, cara analogi 

seperti ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh 

syara'.  Kemaslahatan yang mendapat dukung  an oleh 

syara‟, baik jenis maupun bentuknya disebut al-masl 

ahah al-mu'tabarah. Menurut kesepakatan ulama, 

kemaslahatan seperti ini dapat dijadikan landasan hukum  

b) Maṣlaḥah al-Mulgah.  

Al-maṣlaḥah al-mulgah adalah kemaslahatan yang 

                                                     
 39 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), hlm. 543- 544.   
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ditolak oleh syara‟ karena bertentangan dengan ketentuan 

syara'. Misalnya, syara'
40

  menentukan bahwa orang yang 

melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan 

Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, 

atau puasa selama dua  bulan berturut-turut, atau memberi 

makan bagi 60 orang fakir miskin (HR Bukhari dan 

Muslim). Al-Lais bin Sa'ad, ahli fiqih mazhab Maliki di 

Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-

turut bagi seorang (penguasa Spanyol) yang melakukan 

hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam 

bulan Ramadhan 

 Ulama memandang hukum ini bertentangan 

dengan hadis Nabi Saw di atas. Karena bentuk-bentuk 

hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Apabila 

tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan 

hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Karenanya, 

ulama uṣul fiqh memandang mendahulukan hukuman 

puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak 

merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan 

kehendak syara', Sehingga hukumnya batal (ditolak) 

syara'. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan 

ulama disebut al-maṣlaḥah al-mulgah. 

c) Al-Maṣlaḥah al-Mursalah. 

Secara bahasa, kata  َذَ هَ صْ ي ّْ  adalah jama‟ dari  َخْ بنِ صَ ًَ نْ ا  

yang bermakna bermanfaat, seperti manfaat timbangan. 

Namun yang dimaksud maṣlaḥah disini adalah 

mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemuḍaratan 

                                                     
40 Salma, Mashlahah dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal al-Syir,ah, Vol 10, No.2, 

2012, hlm 4 



 

23  

 

atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan
41

 

dan merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan. Dalam 

bahasa Arab sering disebut dengan   ىاببم صِ انْ وم اً ز يْ نِْ اِ     yaitu yang 

baik dan benar. Maṣlaḥah kadang-kadang disebut pula 

dengan  حًا .yang berarti mencari yang baik اِسْتِصْلَم
42

 Sedang 

kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat bahkan 

tidak ada yang menjelaskan dengan dalil agama (Alquran dan 

Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya. Menurut 

Abdul Wahab Khallaf, Maṣlaḥah Mursalah adalah maṣlaḥah 

dimana syar‟i tidak mensyariatkan hukum untuk 

mewujudkan maṣlaḥah, juga tidak terdapat dalil yang 

menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.
43

 

Ada beberapa rumusan definitif yang berbeda tentang Maṣlaḥah 

Mursalah ini. Namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan 

pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah: 

1) Al-Ghazali dalam kitab al-mustasyfa merumuskan Maṣlaḥah Mursalah 

“Apa-apa (maṣlaḥah) yang tidak ada bukti baginya dari syara‟”dalam 

bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang 

memperhatikannya. 

2) Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut; Maṣlaḥah 

yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu 

yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.
44

 

                                                     
41 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan 

Bintang, 1955), hlm. 43. 
42Romli, Muqaramah Mazahib Fil Ushul, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999), hlm. 

157. 
43Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, terjemahan Kaidah-kaidah Hukum Islam, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),  hlm. 126. 
44Khutbuddin Aibak, Metodelogi Pembaruan Hukum Islam, (Yogyakarta; Pustaka 

Pelajar, 2008), hlm. 199. 
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3) Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fahul memberi definisi “maṣlaḥah 

yang tidak diketahui apakah syar‟i menolaknya atau 

memperhitungkannya.
45

 

4) Ibnu Qudāmah dari ulama Hanbali memberi rumusan maslahat yang 

tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula 

yang memperhatikannya. 

5) Maṣlaḥah Mursalah menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh 

imam Syāṭibī dalam kitab al-I‟tisḥan adalah suatu maslahat yang sesuai 

dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara‟, yang berfungsi untuk 

menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat ḍarūriyah (primer) 

maupun ḥujjiyah (sekunder).
46

 

Prof. DR. Rachmat Syafe‟i dalam bukunya yang berjudul‚ Ilmu 

Ushul Fiqh menjelaskan arti maṣlaḥah al-mursalah secara lebih luas, 

yaitu suatu kemaslahatan tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak 

ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan 

syari‟at dan tidak ada „illat yang keluar dari syara‟ yang menentukan 

kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang 

sesuai dengan hukum syara‟, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan 

pemeliharaan kemuḍaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka 

kejadian tersebut dinamakan maṣlaḥah al-mursalah. Tujuan utama 

maṣlaḥah al-mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari 

kemuḍaratan dan menjaga kemanfaatannya.
47

 Menurut ahli ushul fiqh, 

maṣlaḥah al-mursalah ialah kemaslahatan yang telah disyariatkan oleh 

syara‟ dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, 

di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau 

menyalahkan. Karenanya, maṣlaḥah al-mursalah itu disebut mutlak 

                                                     
45 Al-Syaukani, yang dikutip dalam buku Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, 

Kamus Ilmu Ushul Fikih. (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 204. 
46Abu Ishak al-Syatibi, Al-I‟tisham, Jld 2, (Baerut: Dar al-Ma‟rifah, 1975), hlm. 39. 
47 Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 117. 
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lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah. 

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Maṣlaḥah Mursalah merupakan suatu metode ijtihad  dalam rangka 

menggali hukum (istinbath) syariat. Tetapi tidak berdasarkan pada nash 

tertentu. Namun berdasarkan pada pendekatan maksud diturunkannya 

hukum syara‟. Maṣlaḥah Mursalah menetapkan hukum untuk kasus 

hukum dengan mempertimbangkan tujuan syariat, yakni memelihara 

agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
48

  

Dalam menentukan suatu Maṣlaḥah Mursalah,  seluruh ulama 

sangat berhati-hati dalam menentukannya.  Sehingga Maṣlaḥah 

Mursalah tidak menjadi pintu pembentukan hukum syariat yang hanya 

menuruti kemauan nafsu dan keinginan perorangan.  Ada beberapa 

syarat dalam menentukan Maṣlaḥah Mursalah sebagai dasar hukum,  

yaitu sebagai berikut: 

1) Maṣlaḥah Mursalah hanya berlaku dalam bidang muamalah bukan 

dalam bidang akidah dan ibadah.
49

 Berupa maṣlaḥah yang 

sebenarnya, bukan yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, 

yaitu agar dapat  direalisir pembentukan  hukum suatu kejadian itu,  

dan dapat mendatangkan keuntungan-keuntungan atau menolak 

muḍarat. Adapun  dugaan  semata  bahwa  pembentukan  hukum  

itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan di 

antara maṣlaḥah  yang  dapat  didatangkan  oleh  pembentukan  

hukum  itu, maka  ini berarti  adalah  didasarkan  atas maṣlaḥah 

yang bersifat dugaan. 

2) Berupa maṣlaḥah yang   umum,   bukan    maṣlaḥah yang   bersifat 

perorangan. Ditetapkan karena kepentingan yang jelas dan sangat 

                                                     
48Miftahul Arifin, Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam, (Surabaya: 

CV. Mitra Media, 1997), hlm. 142. 
49 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm 32. 



 

26  

 

diperlukan masyarakat luas.
50

 Yang dimaksud dengan ini, yaitu 

agar dapat  direalisir  bahwa  dalam  pembentukan  hukum  suatu  

kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan 

umat manusia, atau dapat menolak muḍarat dari mereka dan 

bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa 

orang saja di antara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat 

disyariatkan sebuah hukum, karena  ia  hanya  dapat  merealisir 

maṣlaḥah secara  khusus  kepada Amir, atau kepada kalangan elit 

saja tanpa memperhatikan mayoritas umat dan kemaslahatannya. 

Jadi maṣlaḥah harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas 

umat manusia. 

3) Pembentukan hukum bagi  maṣlaḥah ini tidak  bertentangan  

dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau 

ijma‟. Jadi tidak sah mengakui maṣlaḥah yang menuntut adanya 

kesamaan hak di antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal 

pembagian harta pusaka, karena masalah  ini  adalah masalah 

yang dibatalkan.
51

 

Dalam kehujjahan Maṣlaḥah Mursalah terdapat perbedaan 

pendapat dikalangan para ulama ushul, yakni kalangan ulama 

Syafi‟iyyah, Hanafiyyah dan sebagian ulama Mālikiyah seperti Ibnu 

Hajib dan ahli zahir. Mereka berpendapat bahwa Maṣlaḥah Mursalah 

tidak dapat menjadi hujjah. Tetapi ia harus memenuhi syarat-syarat yang 

telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. Diantara ulama yang paling 

banyak menggunakan Maṣlaḥah Mursalah sebagai landasan penetapan 

hukum adalah Imam Malik dengan alasan Allah mengutus utusan-Nya 

ke muka bumi untuk membimbing umatnya kepada kemaslahatan.Untuk 

                                                     
50 Ibid, hlm. 32. 
51 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh, alih 

bahasa Noer Iskandar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 130 
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menguatkan argumen ini, ia merujuk kepada salah satu ayat Al-Qur‟an 

Surah Al-Anbiya ayat 107. 

ةًَلِلعَْالمَِيََاَأَ وَمََ َرَحَْْ لَّا
ِ
رْسَلنْاَكََإ  

“Tidaklah semata-mata aku mengutusmu (Muhammad) kecuali untuk 

kebaikan seluruh alam”. 

Adapun alasan ulama ushul fiqh terhadap penggunaan Maṣlaḥah 

Mursalah sebagai hujjah yaitu: 

1) Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan 

petunjuk-petunjuk Al-Qur‟an dan Sunnah yang bertujuan untuk 

merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Artinya 

kebutuhan manusia itu selalu berkembang dan tidak mungkin semuanya 

dirinci  dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Oleh 

karena itu, apa saja yang dianggap Maṣlaḥah Mursalah selama tidak 

bertentangan dengan Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah sah dijadikan 

hujjah. 

2) Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah Maṣlaḥah Mursalah 

sebagai landasan hukum tanpa ada seorangpun
52

 yang membantahnya. 

Seperti Umar Bin Khattab yang pernah menyita  sebagian harta para 

pejabat di masanya dan diperoleh dengan cara menyalahgunakan 

jabatannya. Praktik seperti ini tidak pernah dicontohkan pada masa 

Rasulullah Saw akan tetapi hal itu pernah dilakukan Umar Bin Khattab 

untuk menjaga harta Negara dari rongrongan para pejabat. Landasan ini 

kemudian dijadikan landasan pijakan Maṣlaḥah Mursalah dalam 

menentukan hukum Islam.  

Kalangan yang mengakui kehujjahan Maṣlaḥah Mursalah dalam 

pembentukkan hukum Islam telah mensyariatkan sejumlah syarat tertentu 

yang harus dipenuhi agar maṣlaḥah tidak bercampur dengan hawa nafsu, 

                                                     
52 Ziyadatus Shofiyah dan M. Lathoif Ghozali, Implementasi Konsep Maslahah 

Mursalah dalam Mekanisme Pasar, Al-Mustashfa, Vol. 6, No. 2, Desember 2021, hlm 140 
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tujuan, dan keinginan yang merusak manusia dan agama. Syarat-syarat 

tersebut ialah : 

a) Maṣlaḥah dapat diterima oleh akal, artinya semua kriteria sesuai dan 

dapat diterima oleh akal yang normal. Serta ketetapan hukum padanya 

bersifat qath‟i bukan dhanni. Oleh karena itu maṣlaḥah harus hakikat, 

bukan hanya dugaan ahlul halli wal aqdi atau orang-orang yang 

mempunyai disiplin ilmu tertentu. Karena pembentukan hukum itu harus 

didasarkan pada maṣlaḥah hakikiyah yang dapat menarik manfaat dan 

menolak muḍarat. Maka maṣlaḥah-masahah yang bersifat dugaan 

semisal yang dipandang oleh sebagian dari syari‟at tidaklah diperlukan.  

b) Maṣlaḥah harus bersifat umum dan menyeluruh kepada semua orang. 

Artinya tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk 

sekelompok orang saja 

c) Maṣlaḥah harus sesuai dengan tujuan syara‟. Artinya tidak bertentangan 

dengan  nash, ataupun dalil-dalil yang sudah qath‟i. Seandainya tidak 

ada dalil tertentu yang mengakuinya maka maṣlaḥah tersebut tidak dapat 

diterima karena tidak sejalan dengan tujuan syara‟.  

Al-maṣlaḥah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung 

oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang 

rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara‟ dan 

tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci. 

Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu kemaslahatan yang 

sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun 

secara umum , dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' 

secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Kemaslahatan 

yang pertama disebut sebagai al- maṣlaḥah al-garibah (kemaslahatan 

yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya 

secara pasti. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti 

ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan 
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kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut al-maṣlaḥah al-mursalah. 

Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau 

hadis), bukan oleh nash yang rinci. 

c. Maṣlaḥah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.
53

 

Para ahli ushul fiqih mengemukakan beberapa pembagian 

maslahat. Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, 

mereka membaginya dalam tiga bentuk, yaitu: Al-maṣlaḥah al-

ḍarūriyyah, al-maṣlaḥah al-hajiyyah, aI-maṣlaḥah al- taḥsiniyyah. 

a) Al-maṣlaḥah al-ḍarūriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan 

dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. 

Dengan kata lain al-maṣlaḥah al-ḍarūriyyah (kebutuhan primer) 

adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan 

melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, 

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan 

memelihara harta. Menurut para ahli ushul fiqh, kelima 

kemaslahatan ini disebut al-maṣālih al-khamsah. Apabila 

kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa 

hancur karenanya,dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di 

akhirat. Menurut al-Syāthibῑ, dari kelima hal ini agama dan dunia 

dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat 

memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi. 

b) Al-maṣlaḥah al-hajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan 

dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar
54

 

sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan 

dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, 

kebutuhan al-Hajiyyah (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang 

dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai 
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54 Amir Syarifuddin. Op.Cit, hlm  329 
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tingkat ḍarūri. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam 

kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak 

kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk 

memberi kemudahan dalam kehidupannya. 

  Adapun tujuan hajiyyah dari segi penetapan hukumnya, 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

1. Hal-hal yang diperintahkan syara‟, seperti mendirikan sekolah 

dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan 

kualitas akal Mendirikan sekolah memang penting, namun 

seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak 

tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu 

dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan 

sekolah berada pada tingkat hajiyyah. 

2. Hal yang dilarang oleh syara‟ melakukanya, menghindarkan 

secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang 

ḍarūri Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat ḍarūri. 

Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina 

itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu 

bagi terlaksananya larangan zina yang ḍarūri, misalnya 

khalwat dan sebagainya. 

3. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhṣah 

(kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan 

manusia. Sebenarnya tidak ada rukhṣah pun tidak akan hilang 

salah satu unsur ḍarūri itu, tetapi manusia akan berada dalam 

kesempitan (kesulitan). Rukhṣah ini berlaku dalam hukum 

ibadah seperti shalat musafir, dalam mu‟amalah, seperti jual 

beli salam, dalam jinayah. Seperti adanya maaf untuk 

membatalkan qiṣaṣ bagi pembunuh, baik diganti dengan 

membayar ḍiyat (denda) ataupun tanpa ḍiyat sama sekali 
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c) Al-Maṣlaḥah al-Taṣῑniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap 

berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.
55

 

Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya 

komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. 

Jika kemaslahatan Taḥsiniyyah ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan 

hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun 

tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. 

Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata 

tertib pergaulan. 

 

3. Pandangan Ulama tentang Maṣlaḥah sebagai tujuan umum syari‟at 

   Aspek penting dan menarik diulas dalam kajian ini adalah 

perspektif Islam yaitu maṣlaḥah sebagai indikator utama sebagai tujuan 

umum disyariatkannya hukum. Kajian ini erat kaitannya dengan konsep 

maqāṣid syari‟ah atau maqāṣid al-„am kepemimpinan. Para ulama 

berpendapat bahwa tujuan umum ditetapkannya semua aspek hukum dan 

tata perilaku dalam Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia itu 

sendiri, atau dalam istilah fikih disebut maṣlaḥah, yaitu kebaikan, 

kemanfaatan, dan kemaslahatan hidup.
56

 

   Kajian tentang maqāṣid atau dapat disebut dengan tujuan 

ditetapkannya hukum Islam cukup banyak dijumpai dalam literatur ushul 

fiqh. Kajian tersebut mendapat sambutan hangat oleh ahli Islam di abad 

modern, sebab menawarkan gagasan yang relatif dipandang baik untuk 

konteks kajian dewasa ini. Ulama yang concern  dalam mengkaji teori 

maqāṣid yaitu Abu Ishaq al-Syātibi, merupakan ulama dan tokoh yang 

berafiliasi dalam mazhab Maliki. Konsep dan penemuan maqāṣid untuk 

                                                     
55 Muksana Pasaribu, Maslahat dan perkembangannya sebagai Dsar Penetapan Hukum 

Islam, Jurnal Justitia, Vol. 1 No. 04 Desember 2014, hlm 6 

 56 Abd al-Wahhab al-Khallaf, 'ilm Ushul al-Fiqh, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, 

Edisi 2, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 198. 
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seluruh hukum dalam Islam telah dimuat dalam kitab yang populer yaitu 

"al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah".
57

  

 Selanjutnya teori maqāṣid ini dikembangkan kembali menjadi 

lima tujuan umum (maqāṣid al-khamsah) yang semua diterangkan dalam 

konsep hifz al-din (menjaga agama dan ajaran-ajarannya), hifz al-nafs 

(menjaga jiwa), hifz al-„aql (menjaga akal), hifz  al-nasl (menjaga 

keturunan), hifz al-māl (menjaga harta). Al-Syātibi menyebutkan bahwa 

pembebanan hukum syariat dikembalikan kepada penjagaan atas tujuan-

tujuannya. Tujuan yang dimaksud dibagi ke dalam ḍarūriyyah (tujuan 

yang bersifat pokok/primer), hajiyyah (sekunder), dan taḥsiniyyah 

(tersier).
58

 Secara khusus, lima tujuan tersebut dapat dirinci sebagai 

berikut: 

a. Memelihara agama (hifz al-din). Dalam konteks ini, agama 

merupakan unsur penting dalam kehidupan. Untuk itu, agama 

wajib dipelihara salah satunya ada ketentuan hukum pidana Islam 

tentang jarimah riddah, jarimah   pelecehan agama, penyesatan 

agama, dan sejenisnya dengan ancaman sanksi pidana yang 

sangat berat. 

                                                     
 57 Dalam sejarah perkembangan kajian maqasid syar'iyyah, al-Syatibi (w.790) bukanlah 

peletak dasar dari kajian tersebut. Banyak ulama lain yang lebih dullu berbicara tentang teori 

maṣlaḥah sebagai maqasid ditetapkannya seluruh hukum kepada umat muslim. Ulama yang 

lebih dahulu mengkaji masalah tersebut seperti Imam al-Juwaini (w.438), al-Ghazali (murib al-

Juwaini, w 505), Izz al-Din bin 'Abd al-Salam (w.660), al-Qarafi (W.684), Najm al-Din al-Tufi 

(w.716), dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah  (W.751). Hanya saja, puncak perkembangan penggunaan 

maṣlaḥah dan kajian tentang tujuan maqasid ditetapkannya hukum Islam dilakukan oleh al-

Syatibi. Di tangan dan hasil fikir beliaulah konsep maqasid disempurnakan bahkan pembaruan. 

Di samping itu, al-Syatibi juga memberikan uraian landasan teoritis yang relatif lebih 

komprehensif dibandingkan ulama sebelumnya, Lihat , Al yasa' Abubakar, Metode Istislahiah, 

(Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2016), hlm.  45-51. 

 58Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, (Bairut: Dar al-Kutb al-

'Ilmiyyah, 2004), hlm. 221: Lihat juga Amir Syarifuddin, jilid 2, Hl, 177: Abdul Manan 

menyebutkan tiga bentuk tujuan hukum tersebut  masuk dalam konsep maṣlaḥah ditinjau dari 

segi kek-uatannya sebagai hujjah,. Lihat Abdul Manan,Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, 

Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2017), hlm. 176. 
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b. Memelihara jiwa (hifz al-nafs). Dalam konteks ini jiwa 

merupakan suatu yang sangat penting, bahkan menjadi hak bagi 

setiap manusia untuk tetap mengenai hidup. Oleh sebab itu, ada 

aturan hukum mengenai qiṣaṣ, yaitu hukuman yang setimpal atau 

perbuatan yang serupa. 

c. Memelihara akal (hifz al-aql). Dalam konteks ini,akal merupakan 

hal yang penting bagi manusia. Penjagaan atas kesehatan akal 

menjadi prioritas dalam Islam. Oleh sebab itu terdapat ketentuan 

pidana bagi orang yang minum minuman keras atau narkoba. 

Mengkonsumsinya dipandang sebagai jalan rusaknya kesehatan 

akal. 

d. Memelihara keturunan (hifz al-nasl). Hal primer keempat bagi 

manusia adalah kesucian keturunan manusia. Pandangan 

demikian mengingat bahwa kesucian keturunan merupakan salah 

satu hal yang menunjukkan tingginya derajat manusia. Oleh 

sebab itu, segala bentuk tindakan  yang dapat mencederai 

kesucian tersebut tidak  diperkenankan. Bahkan, dalam ketentuan 

tertentu terdapat hukuman yang dibebankan syara‟ atas pelaku 

yang mencederai kesucian tersebut.  

e. Memelihara harta (hifz al-mal). Hal primer yang kelima adalah 

terpeliharanya masalah harta atau hak milik. Harta adalah bagian 

pokok bagi kehidupan manusia. Harta digunakan untuk 

memenuhi hajat hidup agar hidup menjadi tenang dan ada 

motivasi untuk tetap melakukan pekerjaan menghasilkan harta 

yang  halal demi mempertahankan eksistensi hidup. Melihat 

urgensi ini, maka Islam melarang adanya tindakan merusak harta 

dan mengambilnya dari harta orang lain. Dalam konteks ini, 
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hukum pidana menentukan adanya hukuman bagi pelaku 

pencurian.
59

 

  Berdasarkan uraian tersebut, cukup jelas bahwa Islam menetapkan 

semua aspek dan dimensi dalam setiap ajarannya, baik yang sudah jelas 

maupun yang masih diperselisihkan dalam kajian ulama memiliki tujuan 

tersendiri, dan pada intinya mengarah pada satu tujuan umum yaitu untuk 

kemaslahatan manusia. 

 

B. Penundaan Kehamilan dan Pengaruh pada Kesehatan 

1. Pengertian Penundaan Kehamilan 

Penundaan kehamilan berarti mencegah kehamilan sementara, untuk 

memberikan jarak pada kelahiran yang sebelumnya. Penundaan kehamilan 

sifatnya tidak permanen atau hanya sementara waktu saja sebagai salah satu 

ikhtiar atau usaha untuk mengatur kehamilan dalam keluarga, bertujuan 

penundaan kehamilan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak atau 

keturunan dalam rangka menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera 

untuk mewujudkan keluarga yang Sakῑnah, Mawaddah Wa raḥmah. 

Untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas, pemerintah di 

Indonesia menyelenggarakan program Keluarga Berencana (KB). Keluarga 

Berencana (KB) adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan 

dengan jalan memberikan nasehat perkawinan, pengobatan kemandulan dan 

penjarangan kelahiran. Program Keluarga Berencana merupakan 

perencanaan dalam hal kapan akan punya anak dan berapa jumlah anak 

yang diharapkan sesuai dengan kemampuan dan faktor lainnya.
60

 Menurut 

WHO, keluarga berencana merupakan tindakan yang membantu 

                                                     
59Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan 

Pidana Islam serta Ekonomi Syariah, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 306-

309. 
60Depkes RI. Buku pedoman Petugas Fasilitas Pelayanan Keluarga Berencana, 

(Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia, 1994), hlm. 12. 
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individu/pasutri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari 

kehamilan yang tidak diinginkan dan mendapatkan kelahiran yang 

diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan menentukan jumlah 

anak dalam keluarga. Sebagai komponen kesehatan reproduksi, pelayanan 

keluarga berencana juga diarahkan untuk menunjang tercapainya kesehatan 

ibu dan bayi. Kehamilan yang diinginkan dan berlangsung pada keadaan 

dan saat yang tepat, akan lebih menjamin keselamatan ibu dan bayi yang 

dikandungnya.
61

 

Wujud dari program keluarga berencana adalah pemakaian alat 

kontrasepsi untuk menunda/mencegah terjadinya kehamilan. Kontrasepsi 

berasal dari kata kontra, yang berarti mencegah atau melawan, dan konsepsi 

yang berarti pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang 

mengakibatkan kehamilan. Tujuan dari kontrasepsi adalah menghindari atau 

mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur 

yang matang dengan sel sperma tersebut. Dalam pengertian praktis, Pius 

Partanto memaknai kontrasepsi adalah sebagai pencegahan kehamilan 

dengan menggunakan alat. Sementara itu ahli kependudukan David Lucas 

menyebutkan dalam artikelnya “Fertilitas”, mencantumkan arti sempit 

kontrasepsi adalah sebagai metode mekanik dan kimiawi untuk mencegah 

kehamilan. Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu metode kontrasepsi 

adalah:  

a. Aman pemakaiannya dan dipercaya. 

b. Tidak ada efek samping yang merugikan. 

c. Lama kerjanya, dapat diatur sesuai keinginan.  

d. Tidak mengganggu waktu persetubuhan.  

e. Tidak memerlukan bantuan medis atau control ketat selama 

pemakaiannya.  

                                                     
61Depkes RI, Yang Perlu Diketahui Petugas Kesehatan tentang Kesehatan Reproduksi, 

(Jakarta: Dep Kes RI dan United Nations Population Found, 2001), hlm. 25. 
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f. Cara penggunaannya sederhana dan tidak rumit.  

g. Harga murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat.  

h. Dapat diterima oleh pasangan suami istri.
62

 

 

2. Cara Penundaan Kehamilan 

Disini peneliti akan mencoba menguraikan beberapa cara untuk 

penundaan kehamilan 

a. Penundaan Kehamilan sebelum ada program pemerintah/KB 

Penundaan kehamilan sebenarnya sudah banyak dilakukan pada 

jaman dahulu kala misalkan :  

a) Metode penanggalan  

Penundaan kehamilan dengan cara sistem tanggal yaitu melakukan 

hubungan suami istri pada waktu keadaan istri tidak subur. Hal ini harus 

mengetahui masa subur istri yaitu 14 hari setelah hari pertama menstruasi. 

Masa subur adalah dimana ovum/sel telur wanita telah matang dan siap 

untuk dibuahi. Para ahli mengambil kemungkinan empat hari sesudah 

ataupun sebelumnya bisa terjadi masa subur. Metode ini hanya boleh 

dilakukan oleh wanita yang haidsnya teratur tiap bulannya. 

b) Metode „Azl  

Metode „Azl sudah dikenal di masa Nabi shallallahu „alaihi wa 

sallam. Ibnu Hajar Al-Asqalaniy Rahimahullah menukil bab dalam shahih 

Bukhari menjelaskan tentang „Azl. 

جِ رْ فم الْ  جِ ارِ خم  لِ زِ نْ يـم لِ  جِ يلَم الِْ  دم عْ بمـ  عِ زم لنـَّ ام  يْ أم  لِ زْ عم الْ  بُ بام    
“Bab tentang Al-„Azl yaitu mencabut (penis) setelah penetrasi agar (air mani) 

tertumpah di luar farji/vagina”  

 Al-„Azl menurut bahasa artinya melepaskan, memisahkan.
63

 Al-„azl kini 

                                                     
62 Hartanto, Keluarga Berencana dan Kontrasepsi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

2010), hlm. 54. 
63 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah Penafsiran al-Qur‟an, 1922), hlm. 265.  
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dikenal dengan sebutan coitus interruptus,yaitu melakukan ejakulasi di luar 

vagina sehingga sperma tidak bertemu sel telur istri,
64

 sehingga mani yang 

dikeluarkan oleh suami terpencar keluar vagina istri, atau dengan cara 

pemakaian alat kontrasepsi baik suami maupun istri untuk menghalangi 

terjadinya pembuahan (kehamilan). 

Penundaan Kehamilan program Pemerintah atau Program Keluarga 

Berencana (KB).
65

 

a) Menggunakan Pil KB berupa tablet yang fungsinya bekerja dalam tubuh 

wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi. 

b) Suntikan, yaitu menginjeksikan cairan ke dalam tubuh wanita yang 

fungsi kerjanya yaitu menghalangi terjadinya ovulasi, mengurangi 

kesuburan. 

c)  Susuk KB, yaitu berupa levemorgestrel, terdiri dari enam kapsul yang 

diinsersikan di bawah kulit lengan bagian dalam kira-kira 6 sampai 10 

cm dari lipatan siku.  

d) AKDR (Alat Kontrasepsi dalam Rahim), terdiri atas lippes loop (spiral), 

terbuat dari plastik halus dililit dengan tembaga tipis. Cara kerjanya 

adalah membuat lemah daya sperma untuk membuahi sel telur wanita 

karena penyempitan akar regangan spiral dan pengaruh dari tembaga 

yang melilit pada plastik itu.  

e) Alat kontrasepsi lainnya seperti kondom, diafragma, tablet vaginal, dan 

akhir-akhir ini ada lagi semacam tisu yang dimasukkan ke dalam 

vagina.
66

 

Dari segi waktu, alat kontrasepsi terbagi 2, yaitu jangka panjang dan 

                                                     
64 Chuzaimah T Yanggo dan Hafidz Anshary AZ, Keluarga Berencana Menurut 

Tinjuauan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka 

Firdaus,1996), hlm. 145. 
65 Maslani dan Hasbiyallah, Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah (Fiqih Kontemporer) , 

(Bandung : Sega Arsy, 2009), hlm. 61. 
66  Kiptiyah, Kasih Sayang Allah dalam Rahim Ibu, (Malang : UIN Malang Press, 

2009), hlm. 45-46. 
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jangka pendek. Diantara jenis alat kontrasepsi jangka panjang salah satunya 

adalah implan. Implan atau susuk adalah metode kontrasepsi hormonal yang 

efektif, tidak permanen dan dapat mencegah terjadinya kehamilan antara 

tiga sampai lima tahun, metode ini dikembangkan oleh the Population 

Council, yaitu suatu organisasi internasional yang didirikan tahun 1952 

untuk mengembangkan metode kontrasepsi.
67

 Implan merupakan alat 

kontrasepsi yang dipasangkan di bawah kulit lengan atas yang berbentuk 

kapsul silastik yang lentur dimana di dalam setiap kapsul berisi hormon 

levernorgestril yang dapat mencegah terjadinya kehamilan. Kontrasepsi 

implan ini memiliki cara kerja menghambat terjadinya ovulasi, 

menyebabkan selaput lendir endometrium tidak siap dalam menerima 

pembuahan (nidasi), mengentalkan lendir dan menipiskan lapisan 

endometrium dengan efektivitas keberhasilan kontrasepsi implan sebesar 

97-99%.  

Alat kontrasepsi jenis implan ini dapat bekerja efektif selama 5 

tahun untuk jenis norplan dan 3 tahun untuk jenis jadena, indoplant, dan 

implanton. Kontrasepsi implan memiliki keuntungan yaitu daya guna yang 

tinggi, perlindungan dalam jangka waktu yang panjang, pengembalian 

kesuburan yang cepat setelah dilakukan pencabutan, tidak memerlukan 

pemeriksaan dalam, bebas dari pengaruh estkrogen, tidak mengganggu 

dalam kegiatan senggama, tidak mengganggu produksi ASI, klien hanya 

perlu kembali untuk kontrol bila terdapat keluhan selama pemakaian 

kontrasepsi, dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Pemakaian 

kontrasepsi implan ini juga memiliki keuntungan non kontrasepsi 

diantaranya  adalah mengurangi rasa nyeri, mengurangi jumlah darah haid, 

mengurangi atau memperbaiki anemia, melindungi dari terjadinya kanker 

endometrium, menurunkan angka kejadian kanker jinak payudara, 

                                                     
67 Diakses pada http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/4304/3/BAB%20II.pdf 

(Kamis 17 Desember 2021 , 03:00 WIB) 
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melindungi diri dari beberapa penyebab radang panggul, menurunkan 

angka kejadian endometritis.
68

 

2. Dampak Penundaan Kehamilan pada Kesehatan 

 Efek samping dari alat kontrasepsi memang masih menjadi 

perdebatan karena tidak semua orang mengalami hal yang sama. Ini 

tergantung pada jenis alat kontrasepsi yang digunakan, dan juga kondisi 

tubuh dari para pemakainya. Alat kontrasepsi sendiri merupakan alat yang 

dipercaya dapat mengontrol dan mengendalikan kehamilan pada wanita. 

Gejala umum yang dirasakan adalah mual dan pusing. Hal ini tentu saja 

mengganggu aktivitas. Oleh karena itu, para ibu pun dituntut untuk pandai 

memilih jenis alat kontrasepsi yang cocok dengan kondisi kesehatan. 

Dampak lain dari penundaan kehamilan bagi kesehatan, diantaranya 

yaitu dapat menurunnya kesuburan, dan risiko penyakit meningkat selama 

kehamilan seperti diabetes, hipertensi, eklampsia, sampai kematian. 

 

C. Kemaslahatan dalam Penundaan Kehamilan 

Salah satu tujuan perkawinan dalam Islam yaitu kebahagiaan dalam 

melanjutkan keturunan. Di samping melanjutkan keturunan Islam juga tidak 

menghendaki keturunan yang lemah dan serba kekurangan, baik lemah jasmani 

maupun rohani, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya 

yang mana aspek–aspek tersebut diperhatikan dalam mencapai kehidupan 

keluarga yang sejahtera sebagaimana firman Allah yang berbunyi : 

َوَليَْقُوَْ َ مَْْۖفلَيَْتاقُوإَإلّلّٰ اةًَضِعٰفًاَخَافوُْإَعلَيَِْْ يْنََلوََْترََكُوْإَمِنَْخَلْفِهمَِْذُرّيِ ِ لوُْإَقوَْلًََّسَدِيدًْإوَليَْخْشََإلَّا  

Artinya: 

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 

mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka 

                                                     
68 Hasil Wawancara dengan Muhammad Salimsyah, Penyuluh Lapangan Keluarga 

Berencana Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, 3 Desember 2021, pukul 11:00 WIB 
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bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang 

benar. (QS. An-Nisa ayat 9)” 

Ayat ini mengamanatkan untuk memperhatikan kesejahteraan hidup 

anak cucu (keturunan) agar tidak menjadi generasi yang lemah. Melainkan 

menjadi generasi kuat, cerdas dan berkualitas. Kandungan Al-Qur‟an Surat An-

Nisa‟ Ayat 9 diatas, berpesan agar umat islam menyiapkan generasi penerus 

yang berkualitas sehingga anak mampu mengaktualisasikan potensinya sebagai 

bekal kehidupan di masa mendatang.
69

 

Menurut Thariq al-Thawari, dalam pandangan ajaran Islam perbuatan 

penundaan kehamilan yang dilakukan oleh mayoritas pasangan perkawinan 

dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Untuk menjaga kondisi kesehatan istri dengan pertimbangan apabila ia 

mengalami kehamilan, melahirkan atau menyusui akan berbahaya baik 

bagi dirinya maupun anak yang dikandung. Hal ini dilakukan tentunya 

berdasarkan atas hasil pertimbangan diagnosa dari tenaga medis atau 

pihak yang dipercaya.  

2. Dilatarbelakangi oleh paradigma normatif keyakinan beragama, bahwa 

apabila pasangan perkawinan memiliki anak tanpa berbekal persiapan 

yang matang, dikhawatirkan tidak akan mampu memberi pendidikan anak 

yang sesuai dengan tuntutan hukum syara, oleh karenanya pasangan 

tersebut melakukan penundaan kehamilan terlebih dahulu dengan tujuan 

menghindari dosa agama.  

3. Mempertimbangkan situasi dan kondisi istri yang sedang berada pada 

masa menyusui, apabila melakukan hubungan seksual dan kemudian 

mengalami kehamilan dikhawatirkan akan membahayakan anak yang 

sedang membutuhkan pasokan air susu ibu. (ASI).  

                                                     
69 M. Quraish Shihab,Tafsir Al –Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al –Qur‟an, 

(Jakarta : Lentera Hati, 2002) hlm. 355. 
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4. Keadaan darurat berkaitan dengan kondisi fisik istri yang lemah, 

ditakutkan apabila hamil akan mengakibatkan terganggunya kesehatan 

istri atau bahkan mendatangkan kematian.  

5. Kondisi kesuburan (ovulasi) yang dialami oleh istri sehingga dituntut 

untuk menunda masa kehamilan sementara waktu.
70

 

 

Terdapat juga ulama yang mendukung dan menolak adanya program 

penundaan kehamilan, diantaranya: 

1. Ulama yang mendukung program penundaan kehamilan 

a. Yūsuf al-Qarḍāwī. 

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, alasan dalam Islam yang menjadi 

sebab pelaksanaan program Keluarga Berencana diantaranya adalah: 

a) Mengkhawatirkan terhadap kehidupan/kesehatan ibu apabila 

hamil atau melahirkan anak, seperti hasil penelitian dokter 

yang dapat dipercaya, sehingga dengan menggunakan alat 

kontrasepsi dapat diharapkan tercapainya sebuah tujuan 

yaitu  kesehatan seorang ibu. 

b) Khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang 

kadang-kadang dapat mempersukar peribadatan, sehingga 

menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan 

mengerjakan yang terlarang untuk kepentingan anak-

anaknya, sehingga dengan menggunakan alat kontrasepsi 

dapat diharapkan tercapainya sebuah tujuan, yaitu 

terpeliharanya syari‟at agama. 

c) Termasuk yang mengkhawatirkan anak, yaitu tentang 

terpuruknya kesehatan dan terbengkalainya pendidikan. 

Oleh karena itu, dengan menggunakan alat kontrasepsi dapat 

                                                     
70Muhamad Dani Somantri, dkk, Analisis Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan 

Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas, 

Mahkamah:Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.3, No.2, Desember 2018, hlm. 209 
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diharapkannya sebuah tujuan yaitu terpeliharanya kesehatan 

dan pendidikan anak.
71

 

b. Maḥmud Syaltūt  

Mahmud Syaltūt mendefinisikan Keluarga Berencana (KB) 

sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah 

kehamilan sementara atau bahkan untuk selama-lamanya sehubungan 

dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang 

bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan Negara. 

Mahmud Syaltūt mengharapkan dengan penerapan KB dapat 

melahirkan generasi yang sehat, kuat, dan memiliki keimanan yang 

kuat karena anak-anak yang dilahirkan berasal dari keluarga yang 

siap menyambut dan merawat kelahiran anak.  

Mahmud Syaltūt membagi keluarga berencana berdasarkan 

tujuannya menjadi dua yaitu: tahdῑd an-nasl dan tanzhim an-nasl. 

Mahmud Syaltūt mengharamkan tahdid an-nasl dikarenakan tujuan 

dari tahdῑd an-nasl adalah untuk membatasi keturunan, sehingga 

pembatasan keturunan pada bilangan tertentu merupakan suatu 

keharaman. Keharaman tahdῑd an-nasl berdasarkan ijma‟ ulama, al-

qur„an, al-hadis, qiyas, dan istishab. Kebolehan tanzhim an-nasl 

dikarenakan tanzhim an-nasl tidak bertentangan dengan kodrat 

manusia yang menyukai banyak anak dan berbangga-bangga dengan 

banyaknya keturunan.
72

 

2. Ulama yang menolak penundaan kehamilan 

a. Syekh Abdullah bin Baaz  

Syekh Abdullah bin Baaz berpendapat tentang hukum KB 

dengan mengkonsumsi pil atau dengan alat kontrasepsi lainnya 

                                                     
71 Yusuf Al-Qardhawi, Halal dan Haram, Alih Bahasa: Mu‟amal Hamidy, (Surabaya: 

Bina ilmu, 1993), hlm. 272-274. 
72 Nasrullah, Keluarga Berencana Menurut Mahmud Syaltut, (Tesis yang Dipublikasi), 

(Lampung: IAIN Metro, 2020), hlm.123 
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termasuk dengan cara sederhana seperti „azl untuk mencegah 

kehamilan hukumnya adalah haram, apalagi jika tujuannya membatasi 

keturunan secara permanen. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan 

maqāṣid syari‟ah yang menganjurkan agar umat Islam memperbanyak 

keturunan, sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk 

menyedikitkan keturunan sangat tidak sejalan dengan syari‟at 

bertanasul.  

Fatwa ini mendasarkan pada hadis shahih yang diriwayatkan oleh 

Abū Dāwūd, Ibnu Hibbān dan Al-Hakim: Hadis ini menganjurkan 

bahwa umat manusia harus memperbanyak keturunan, maka wajib 

untuk meninggalkan perkara mencegah kehamilan tersebut. Namun 

ada pengecualian terkait mencegah kehamilan bisa menjadi boleh, 

yakni jika dalam keadaan darurat, kondisi itu seperti: 

a) Istri tertimpa penyakit di dalam rahimnya atau anggota badan 

yang lain, sehingga berbahaya jika hamil, maka tidak mengapa 

(mencegah kehamilan) untuk keperluan ini.  

b) Jika sudah memiliki anak banyak, sedangkan istri keberatan jika 

hamil lagi, maka boleh mencegah kehamilan misalnya dengan 

mengkonsumsi pil pencegah kehamilan dalam waktu tertentu, 

seperti setahun atau dua tahun dalam masa menyusui, sehingga si 

istri merasa ringan untuk kembali hamil, sehingga ia bisa 

mendidik dengan selayaknya. 

Dalam fatwanya, Syekh Abdullah bin Baaz menjelaskan 

bahwa tidak apa-apa/boleh memakai alat kontrasepsi untuk mengatur 

jarak kelahiran agar menghindari kemuḍaratan. Akan tetapi, hal itu 

sebaiknya dilakukan pada masa menyusui (tahun pertama dan kedua) 

sehingga tidak kemuḍaratan untuk kehamilan berikutnya dan akhirnya 
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juga tidak menimbulkan efek buruk terhadap pendidikan anak serta 

kesehatan si ibu.
73

 

b. Abū „Alā al-Madūdī 

Menurut Abū „Alā al-Madūdī pembatasan kelahiran adalah bertentangan 

dengan ajaran Islam. Islam adalah suatu agama yang berjalan sesuai 

dengan fitrah manusia, dan barangsiapa yang merubah atau menyalahi 

fitrah maka ia telah menuruti perintah setan. Di samping pendapat 

tersebut, para ulama yang menolak KB menggunakan dalil: 

 

 َٔ ٌَ ٌَّ لزَْهَٓىُْ كَب اَِّٚبكُىٍْۗ اِ َٔ ٍُ َشَْصُلُٓىُْ  لَادَكُىْ خَشَْٛخَ ايِْلَاقٍٍۗ َذَْ ْٔ ا اَ ْْٕٓ اَلَا رمَْزهُُ ْٛشا خِطْ ـاب كَجِ  

 
“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 

kemiskinan, Kami akan memberi rejeki kepadamu dan kepada 

mereka.”(QS. Al-Isra‟ (17):31).
74

  

Pendapat tersebut menyatakan bahwa program KB melalui 

pembatasan kelahiran merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam 

agama Islam. Karena hal tersebut telah menyalahi fitrah manusia apalagi 

hanya karena takut akan kemiskinan dan melupakan bahwa Allah Yang 

Maha Memberi Rezeki.
75

 

                                                     
73 Ibid, hlm. 95 
74 Departemen RI, Asy-Syifa Al-Qur‟an dan Terjemah (Semarang: Raja Publishing, 

2011), hlm. 285 
75Diakses pada https://swararahima.com/2018/08/29/islam-dan-keluarga-berencana-

pandangan-yang-beragam/ (Kamis 17 Desember 2021 , 03:50 WIB) 

https://swararahima.com/2018/08/29/islam-dan-keluarga-berencana-pandangan-yang-beragam/
https://swararahima.com/2018/08/29/islam-dan-keluarga-berencana-pandangan-yang-beragam/
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BAB TIGA 

PENGGUNAAN IMPLAN SEBAGAI ALTERNATIF 

PENUNDAAN KEHAMILAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

dan Keluarga Berencana (DP3AKB) 

  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan 

Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah 

di bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan 

Keluarga Berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

dan Keluarga Berencana mempunyai tugas penyelenggaraan, penyusunan, 

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Bidang 

Pelayanan dan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak, Bidang Pengendalian 

Penduduk, Advokasi dan Pergerakan dan Bidang Keluarga Berencana, 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta tugas lain yang diberikan oleh 

Bupati. 

 

2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan 

Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat 

  Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga 

Berencana (DP3AKB) yaitu terwujudnya kondisi perempuan dan anak yang 

sejahtera, bermartabat, sesuai nilai-nilai keislaman dan keacehan serta penduduk 

tumbuh seimbang di Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan misi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana 

(DP3AKB) yaitu: 

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang 

pembangunan, khususnya pendidikan, kesehatan, dan agama. 
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2. Meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan dan perlindungan anak 

dari segala bentuk perlakuan salah, kekerasan, perdagangan, dan 

diskriminasi. 

3. Meningkatkan kesertaan berKB terutama metode kontrasepsi jangka 

panjang (MKJP) untuk menunjang keseimbangan pertumbuhan 

penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia  

4. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan 

anak. 

TABEL 1. Jumlah Pengguna Alat Kontrasepsi Kecamatan Bubon, Kabupaten 

Aceh Barat. 

 

No 

 

Desa 

Peserta  Aktif Pengguna Alat Kontrasepsi 

iud implan suntik pil kondom mow mop 

1 
Beurawang 

1 12 36 0 4 0 0 

2 
Rambung 

0 1 27 0 1 3 0 

3 Kuta 

Padang 

0 13 61 2 6 4 0 

4 
Layung 

0 3 40 0 2 0 0 

5 
Alue Lhok 

0 4 36 0 1 0 0 

6 Alue 

Bakong 

0 9 33 3 0 0 0 

7 Gunong 

Panah 

0 10 15 3 0 1 0 

8 
Seumuleng 

0 7 33 2 0 0 0 

9 
Ulee Blang 

0 2 16 1 0 1 0 

10 Seuneubok 

Trap 

0 4 21 0 0 0 0 

11 
Kuala Pling 

0 18 34 0 0 0 0 

12 Cot 

Keumuneng 

1 3 14 1 0 1 0 

13 
Liceh 

1 17 29 5 0 1 0 

14 Suak 

Pangkat 

0 19 29 6 9 0 0 
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15 
Cot Lada 

0 2  10 0 0 0 0 

16 Blang 

Sibeutong 

2 35 27 0 3 2 0 

17 Peulanteu 

SP 

4 39 23 0 0 1 0 

Jumlah 9 198 493 30 26 14 0 

 

TABEL 2. Jumlah penduduk Pasangan Usia Subur (PUS) Kecamatan Bubon, 

Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020. 

 

    No. 

 

Desa 

Pasangan Usia Subur (PUS) 

15-49 Tahun 

1 
Beurawang 

74 

2 
Rambung 

43 

3 
Kuta Padang 

104 

4 
Layung 

83 

5 
Alue Lhok 

52 

6 
Alue Bakong 

59 

7 
Gunong Panah 

42 

8 
Seumuleng 

66 

9 
Ulee Blang 

40 

10 
Seuneubok Trap 

38 

11 
Kuala Pling 

64 

12 
Cot Keumuneng 

46 

13 
Liceh 

71 

14 
Suak Pangkat 

54 

15 
Cot Lada 

22 

16 
Blang Sibeutong 

107 

17 
Peulanteu SP 

129 

Jumlah 1094 
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Salah satu program DP3AKB Aceh Barat yaitu Kegiatan kampung KB. 

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun, atau setara yang 

memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, 

keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) serta sektor terkait 

yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Bentuk dari kegiatan 

kampung KB adalah penyuluhan KB, gerakan KB metode MKJP, Posyandu, 

PIK Remaja, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UUPKS). 

a.  Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 

(KKBPK) 

Kegiatan dari program KKBPK terkait dengan pengelolaan 

kependudukan antara lain: Sosialisasi dampak kependudukan, 

pendidikan kependudukan, dan lain-lain.
76

 Upaya pengendalian 

penduduk khususnya dalam pengaturan kelahiran yang dilaksanakan di 

indonesia yakni menggunakan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi 

modern terdiri dari 7 macam, yaitu: 

1. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) 

2. Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) 

3. Metode Operasi Pria/Vasektomi 

4. Metode Operasi Wanita/Tubektomi 

5. Suntik 

6. Pil 

7. Kondom   

b. Posyandu 

Jenis Pelayanan yang direalisasikan dari program posyandu 

yaitu : Penimbangan untuk memantau pertumbuhan anak, perhatian 

harus diberikan khusus terhadap anak yang selama ini 3 kali  tidak 

melakukan penimbangan, pertumbuhannya tidak cukup baik sesuai 

                                                     
76 Hasil Wawancara, Muhammad Salimsyah Penyuluh Lapangan KB, Tanggal 2 

Desember 2021, Pukul 11:00 WIB 
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umurnya dan anak yang pertumbuhannya berada di bawah garis merah 

KMS. Pemberian makanan pendamping ASI dan Vitamin A. 

Pemberian PMT untuk anak yang tidak cukup pertumbuhannya (kurang 

dari 200 gram/ bulan) dan anak yang berat badannya berada di bawah 

garis merah KMS. Memantau atau melakukan pelayanan imunisasi dan 

tanda-tanda lumpuh layu. Memantau kejadian ISPA dan diare, serta 

melakukan rujukan bila perlu. 

c. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) 

PIK Remaja adalah suatu wadah kegiatan program Penyiapan 

Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) yang dikelola dari, oleh, 

untuk remaja guna memberikan pelayanan, informasin dan konseling 

kesehatan reproduksi  serta penyiapan kehidupan berkeluarga. 

d. Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UUPKS) 

Tujuan dari umum UUPKS adalah mengembangkan potensi peserta 

KB untuk memantapkan diri dan keluarganya agar mampu hidup mandiri 

dalam rangka mempercepat proses pelembagaan Norma Keluarga Kecil 

Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Sedangkan tujuan khusus UUPKS ysitu 

meningkatkan kesertaan KB di masyarakat, meningkatkan pendapatan 

keluarga, mengembangkan ketahan keluarga, dan memantapkan 

pelaksanaan 8 fungsi keluarga (keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, 

melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan 

pembinaan lingkungan).
77

 

 

B. Faktor Kurangnya minat Penggunaan Alat Kontrasepsi Jenis Implan 

sebagai Alternatif Penundaan kehamilan. 

 Setelah melakukan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Bubon 

Kabupaten Aceh Barat yang tidak menggunakan alat kontrasepsi jenis implan 

sebagai metode penundaan kehamilan, maka diketahui faktor yang 

                                                     
77 Hasil Wawancara, Yusril Effendi,  Staf  DP3AKB, Tanggal 2 Desember 2021, Pukul 

10:00 WIB  



50  

 

mempengaruhi masyarakat kurang meminati penggunaan alat kontrasepsi jenis 

implan sebagai alternatif penundaan kehamilan adalah sebagai berikut: 

1. Pengetahuan 

  Pengetahuan  tentang pengendalian kelahiran dan keluarga berencana 

merupakan salah satu aspek penting ke arah pemahaman tentang berbagai 

alat dan cara kontrasepsi dan selanjutnya berpengaruh terhadap pemakaian 

alat/cara kontrasepsi yang tepat dan efektif. Hampir semua wanita yang 

pernah kawin dan berstatus kawin mengetahuai paling sedikit satu cara/alat 

KB. Terdapat kecenderungan hampir semua wanita di perkotaan 

mengetahui suatu alat/cara kontrasepsi modern, sedangkan pengetahuan 

tentang KB dikalangan wanita pedesaan sedikit lebih rendah. Pendidikan 

dan pengetahuan sangat bergantung, sehingga semakin tinggi pendidikan 

semakin banyak pengetahuan tentang cara KB.  

  sCara yang baik untuk pemilihan kontrasepsi implan bagi ibu adalah 

mencari informasi terlebih dahulu tentang cara-cara penggunaan KB implan 

berdasarkan informasi yang lengkap, akurat dan benar agar pengetahuan 

semakin bertambah baik.
78

 Untuk itu dalam memutuskan suatu cara 

kontrasepsi sebaiknya mempertimbangkan penggunaan kontrasepsi yang 

rasional, efektif dan efisien. Artinya dalam hal ini, masyarakat yang tidak 

menggunakan alat kontrasepsi jenis implan belum paham betul tentang 

implan dan merasa bahwa implan bukan merupakan metode penundaan 

kehamilan paling tepat. Serta masyarakat belum begitu  mengetahui 

kelebihan dari alat kontrasepsi implan sehingga masyarakat tidak memilih 

implan sebagai metode penundaan kehamilan. 

  Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa walaupun pengetahuan 

yang baik terkait alat kontrasepsi jenis implan dari responden, terdapat juga 

alasan responden yang takut  menggunakan implan karena menimbulkan 

                                                     
78 Hasil Wawancara, Misyiah, Responden yang  menggunakan alat kontrasepsi jenis 

implan, Tanggal 3 Desember 2021, Pukul 15:00 WIB  
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sakit yang luar biasa. Selain itu responden juga menyatakan bahwa 

kebiasaan atau budaya dari orang tua terdahulu tidak pernah menggunakan 

implan sehingga walaupun mereka mengerti tentang implan tetapi mereka 

tetap tidak ingin menggunakan implan.
79

 Begitu juga dengan responden lain 

yang tidak memiliki pengetahuan baik namun menggunakan implan. Hal ini 

dikarenakan mereka memiliki reaksi yang positif dan sering mendapatkan 

arahan dari orang-orang sekitar bahwa implan merupakan alat KB yang 

memiliki daya guna yang tinggi dan memiliki jangka waktu yang lama 

sehingga mereka mau menggunakannya.
80

 

  Menurut peneliti, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

meskipun responden berpengetahuan cukup mengenai alat kontrasepsi jenis 

implan, tetapi responden tetap tidak mau menggunakan alat kontrasepsi 

implan. Seharusnya responden yang memiliki pengetahuan yang cukup mau 

menggunakan alat kontrasepsi implan, hal ini dikarenakan walaupun 

mereka tahu akan pemahaman tentang alat kontrasepsi implan melalui 

penyuluhan atau informasi lain yang diperoleh. Namun jika mereka tidak 

termotivasi atau tidak berminat untuk menggunakannya hal ini juga tidak 

akan berpengaruh. 

 

2. Umur 

  Menurut hasil penelitian, perempuan yang mempunyai umur 

diatas 35 tahun lebih sedikit menggunakan KB implan dibandingkan dengan 

yang mempunyai umur 35 tahun kebawah. Hal ini disebabkan karena faktor 

fisik dan psikis, juga karena keluarga masih menginginkan anak.
81

 

Sedangkan ibu yang berusia diatas 35 tahun keadaan reproduksinya mulai 

                                                     
79 Hasil Wawancara, Ani, Responden yang tidak menggunakan alat kontrasepsi jenis 

implan, Tanggal 3 Desember 2021, Pukul 15.30 WIB 
80 Hasil Wawancara, Marziah, Nuridah, , Responden pengguna alat kontrasepsi jenis 

suntik, tanggal 3 Desember 2021, Pukul 15.55 WIB 
81Hasil Wawancara, Arni Mardiana, Responden pengguna  alat kontrasepsi jenis 

implan, Tanggal 3 Desember 2021, Pukul 13:40 WIB 
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turun terhadap penurunan daya tahan terhadap tubuh sehingga beresiko 

untuk hamil.
82

 

 

3. Dukungan Sosial  

  Pembicaraan antara suami dan istri mengenai keluarga berencana 

tidak selalu menjadi prasyarat dalam penerimaan KB, namun tidak adanya 

diskusi tersebut dapat menjadi halangan terhadap pemakaian KB. 

Komunikasi tatap muka antara suami istri merupakan jembatan dalam proses 

penerimaan, dan khususnya dalam kelangsungan pemakaian kontrasepsi. 

Tidak adanya diskusi antara suami istri mungkin merupakan cerminan 

kurangnya minat pribadi, penolakan terhadap suatu persoalan, atau sikap 

tabu dalam membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan aspek seksual. 

Apabila pasangan suami istri mempunyai sikap positif terhadap KB, maka 

mereka cenderung akan memakai kontrasepsi. Dukungan sosial dapat 

berupa: 

1) Dukungan Emosional  

 Dukungan ini melibatkan ekspresi rasa empati dan perhatian terhadap 

individu, sehingga individu tersebut merasa nyaman, dicintai dan 

diperhatikan. Dukungan ini meliputi perilaku seperti memberikan 

perhatian dan afeksi serta bersedia mendengarkan keluh kesah orang 

lain serta melibatkan ekspresi yang berupa pernyataan setuju dan 

penilaian positif terhadap ide-ide, perasaan dan performa orang lain. 

2) Dukungan Informasi  

  Dukungan yang bersifat informasi ini dapat berupa saran, 

pengarahan dan umpan balik tentang bagaimana cara memecahkan 

persoalan.
83

  

                                                     
                82 Hasil Wawancara, Maulida, Staf Puskesmas Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh 

Barat, 22 April 2020, Jam 15.30 WIB  

 
83 Hasil Wawancara, Roslinar, Yulizan, Responden pengguna  alat kontrasepsi jenis 

suntik, Tanggal 3 Desember 2021, Pukul 13:30 WIB 
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C. Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi 

Jenis Implan  

Konsep maṣlaḥah tertuang di dalam fikih, dimana fikih mencakup 

berbagai aspek kehidupan manusia, di samping itu upaya sungguh-sungguh dari 

para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara‟ sehingga dapat 

diamalkan oleh umat Islam. Fikih disebut juga dengan hukum Islam, 

pemahaman terhadap hukum syara‟ tersebut pun mengalami perubahan dan 

perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi 

manusia saat ini. Dalam upaya untuk mencari solusi untuk menemukan 

hukumnya, Maṣlaḥah Mursalah itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai 

dasar hukum dalam berijtihad. Sehingga dalam penelitian ini lebih 

menggunakan konsep mashlahah mursalah, karena konsep ini dianggap cocok 

dan tepat untuk melakukan penelitian. Karena Maṣlaḥah Mursalah yang dapat 

dijadikan dasar dalam menetapkan hukum melalui analisa dan pembahasan yang 

mendalam terhadap masalah-masalah sehingga dapat memberi manfaat dan 

menghindarkan muḍarat, dan masalah dalam penelitian ini bersifat umum 

karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, dan seperti tujuan adanya 

konsep ini yaitu untuk kemaslahatan masyarakat. Adanya Maṣlaḥah Mursalah 

bertujuan untuk mensejahterakan umat Islam, suatu kebijakan yang diambil 

untuk kemaslahatan banyak orang.  

Keluarga Berencana menurut ulama Indonesia sebagian besar 

menyetujui bahwa hukumnya mubah. Ulama yang menyetujui adanya KB 

ialah Muhammadiyah yang beralasan  bahwa KB merupakan jalan keluar dari 

keadaan yang mendesak dengan hukum yang dibolehkan.   Nahdlatul   Ulama   

(NU)   membolehkan   KB   berdasarkan   prinsip kemashlahatan umat dan 

kemaslahatan umum.  

Jadi, dapat disimpulkan dari program Kampung KB di atas,  pemerintah 

mencanangkan gerakan KB metode MKJP yang di dalamnya termasuk alat 
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kontrasepsi jenis implan yang jika ditinjau dari manfaat dan kelebihannya 

seperti perlindungan jangka panjang 3-5 tahun, dapat dilepas kapan saja dan 

dapat kembali subur setelah implan dicabut, waktu penyembuhan yang relatih 

cepat, serta pada kebanyakan pengguna alat kontrasepsi jenis implan tidak 

mengalami haid yang tidak teratur. 

DP3AKB Aceh Barat dalam peringatan hari HARGANAS 

menyelenggarakan pemasangan implan secara serentak di kecamatan Bubon, 

guna menggalakkan masyarakat Bubon menggunakan alat kontrasepsi jenis 

implan dan pemasangan tersebut diberikan secara gratis. 

Jika ditinjau dari teori Maṣlaḥah mursalah, penundaan kehamilan 

menggunakan alat kontrasepsi jenis implan mengandung maslahah atau 

kebaikan. Diantara kemaslahatan dari penggunaan alat kontrasepsi implan yaitu 

pemasangan alat kontrasepsi implan hanya dilakukan sekali saja dan dapat 

bertahan hingga 3 tahun lamanya, dan dapat dilepas kapan saja sesuai keinginan 

dengan bantuan dokter. Selain itu, alat kontrasepsi jenis implan juga aman bagi 

ibu yang sedang menyusui
84

. `Sehingga program ini harus terus dijalankan oleh 

masyarakat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Dengan adanya program 

ini ada beberapa hal yang dapat dihilangkan kemudaratan oleh masyarakat 

Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, yaitu masyarakat Kecamatan Bubon 

Kabupaten Aceh Barat dapat mengatur jarak anak, dan dapat menunda 

kehamilan karena kesehatan.   

Kekurangan dari alat kontrasepsi jenis implan yaitu tidak semua orang 

cocok menggunakannya, meski memberikan kemudahan, tidak semua wanita 

bisa menggunakan alat kontrasepsi jenis implan. Implan sebaiknya dihindari 

oleh wanita yang memiliki penyakit tertentu, seperti diabetes, penyakit jantung, 

gangguan fungsi hati, dan kolestrol tinggi. Kekurangan lainnya implan tidak 

melindungi dari penyakit. Sama seperti kontrasepsi hormonal lainnya, semisal 

pil kb dan suntik kb implan tidak dapat mencegah penularan penyakit menular 

                                                     
84 Hasil wawancara dengan dokter Ela, jum‟at 3 juni 2022, Jam 10:00 WIB 
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seksual (PMS). Oleh karena itu guna mencegah terjadinya penyakit tersebut, 

disarankan menggunakan alat kontrasepsi tambahan seperti kondom.
85

 

  

                                                     
85 Diakses pada https://www.alodokter.com/ingin-memakai-implan-pastikan-dulu-di-

sini  (Sabtu 4 juni 2022, pukul 09:35 WIB) 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka penelitian ini 

menghasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa 

masalah yang sudah dirumuskan, dan kesimpulan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor masyarakat kurang meminati alat kontrasepsi jenis implan 

sebagai alternatif penundaan kehamilan adalah karena kurangnya 

pengetahuan, umur, dan dukungan sosial yang dibagi dalam dua 

dukungan diantaranya yaitu dukungan emosional, dan dukungan 

informasi.   

2. Penggunaan alat kontrasepsi jenis implan ditinjau dari teori Maṣlaḥah 

Mursalah yakni alat kontrasepsi jenis implan mengandung maṣlaḥah 

atau kebaikan. Menurut hukum Islam Penundaan kehamilan 

menggunakan alat kontrasepsi boleh, artinya menunda kehamilan yang 

berarti mencegah kehamilan sementara untuk memberikan jarak pada 

kelahiran sebelumnya. Sedangkan membatasi kehamilan mempunyai 

pengertian mencegah kehamilan untuk selamanya setelah mempunyai 

jumlah anak dalam jumlah tertentu maka tidak diperbolehkan, serta 

kebolehan menggunakan alat kontrasepsi harus didasarkan dengan niat 

yang baik, sebab kebolehan menggunakan alat kontrasepsi dalam Islam 

hanya merupakan rukhṣah (keringanan) bagi suatu keluarga untuk 

mengadakan keseimbangan dan kepentingan  dalam hidup berkeluarga 

atau bermasyarakat bahkan bernegara untuk mengatasi muḍarat 

(kesukaran) dan hajat (kebutuhan). 
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B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan setelah penelitian  

ini terselesaikan, adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang akan atau baru melaksanakan 

perkawinan, hendaknya mempertimbangkan beberapa aspek 

kehamilannya,baik dari segi jumlah anak maupun jarak kehamilan. 

Sehingga mempunyai perencanaan dan persiapan yang matang untuk 

membentuk keluarga kecil yang bahagia, sejahtera, dan berkualitas. 

2. Bagi DP3AKB Aceh Barat untuk lebih giat mensosialisasikan program-

program keluarga berencana agar program pemakaian metode 

kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dapat terealisasi-kan dengan baik 

dan juga bisa menambah informasi bagi ibu yang ingin memakai alat 

kontrasepsi. 

3. Bagi akademis, praktisi hukum, dan instansi terkait dapat mengajukan 

telaah ulang mengenai hukum menunda kehamilan melalui alat 

kontrasepsi jenis implan ditinjau dari teori Maṣlaḥah Mursalah. 

Temuan-temuan ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan dan referensi 

lanjutan terhadap penyelesain persoalan hukum menggunakan alat 

kontrasepsi. 
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Lampiran 1: Sk Pembimbing Skripsi 
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Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian 
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Lampiran 3: Surat Benar Melakukan Penelitian 
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Lampiran 4: Daftar Informan dan Responden 

 

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN 

 

Judul Penelitian :PENUNDAAN KEHAMILAN MELALUI ALAT 

KONTRASEPSI JENIS IMPLAN DITINJAU DARI TEORI 

MAṢLAḤAH MURSALAH (Studi Kasus di Kecamatan 

Bubon, kabupaten Aceh Barat). 

Nama Peneliti/NIM : Ade Faizah/170101001 

Institusi Peneliti :Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 

 

No. Nama dan Jabatan 
Peran dalam 

Penelitian 

1. Nama : Muhammad Salimsyah 

Pekerjaan : Staf DP3AKB 

Alamat :Suak Raya, Samatiga, Aceh Barat 

Informan 

2. Nama : Gema Novi Riggina 

Pekerjaan : Staf DP3KB 

Alamat : Johan Pahlawan 

Informan 

3. Nama : Yusril Efeendi  

Pekerjaan : S t a f  DP3AKB 

Alamat : Johan Pahlawan 

Informan 

4. Nama : Maulida 

Pekerjaan : Staf Puskesmas Kecamatan Bubon 

 Alamat : Alue Lhok, Bubon, Aceh Barat 

Informan 

5. Nama : Ros l inar  

Pekerjaan : Swas ta  

 Alamat : Alue Lhok, Bubon, Aceh Barat. 

Responden 

6. Nama : Marziiah 

Pekerjaan : IRT 

Alamat : Alue Lhok, Bubon, Aceh Barat 

Responden 
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7. Nama : Misyiah 

Pekerjaan : IRT 

  Alamat : Alue Lhok, Bubon, Aceh Barat 

Responden 

8. Nama : Herna Aida 

Pekerjaan : IRT 

Alamat : Alue Lhok, Bubon, Aceh Barat 

Responden 

9. Nama : Yulizan 

Pekerjaan : IRT 

Alamat : Alue Lhok, Bubon, Aceh Barat 

Responden 

10. Nama : Ani  

Pekerjaan : IRT 

Alamat : Alue Lhok, Bubon, Aceh Barat 

Responden 

11 Nama : Nuridah 

Pekerjaan : IRT 

Alamat : Alue Lhok, Bubon, Aceh Barat 

Responden 

12 Nama : Arni Mardiana 

Pekerjaan : IRT 

Alamat : Alue Lhok, Bubon, Aceh Barat 

Responden 

13 Nama : Marziah 

Pekerjaan : IRT 

Alamat : Alue Lhok, Bubon, Aceh Barat 

Responden 
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Lampiran 5: Protokol Wawancara 

 

PROTOKOL WAWANCARA 

Judul Penelitian/Skripsi : Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi 

Jenis Implan (Studi Kasus di Kecamatan Bubon, 

kabupaten Aceh Barat.  

Waktu Wawancara : Pukul 10.30-11.00 WIB 

\Hari/Tanggal : K a m i s ,  2  D e s e m b e r  2 0 2 1  

Tempat : Balai Penyuluhan  

Pewawancara : Ade Faizah 

Orang Yang Diwawancarai : Muhammad Salimsyah S.Ag 

Jabatan  : Penyuluh Lapangan KB 

Wawancara ini akan meneliti topik tentang Penundaan Kehamulan Melaluin 

Alat Kontrasepsi Jenis Implan ditinjau dari Teori Maṣlaḥah Mursalah (Studi Kasus di 

Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat).  

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, 

berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi 

kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu 

mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan 

membutuhkan waktu selama 60 (enam  puluh menit). 

Daftar Pertanyaan: 

1. Berapa jumlah pengguna alat kontrsepsi jenis implan? 

2. Masalah apa yang seing dialami masyarakat setelah menggunakan 

alat kontrasepsi jenis impan? 

3. Apa kelebihan implan dibandingkan alat kontrsepsi lainnya? 

4. Apa kekurangan implan dibandingkan alat kontrasepsai lainnya? 
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Lampiran 6: Verbatim Wawancara 

 

VERBATIM WAWANCARA 

No T/J Isi Wawancara 

1. T Berapa jumlah penggunak alat kontrasepii implan dikecamatan Bubon, 

Kabupaten Aceh Batat? 

2. J Jumlah pengguna alat kontrasepsi jenis impan di kecamatan Bubon 

kabupaten Aceh Barat yaitu 198 orang 

3. T Masalah apa yang sering dialami masyarakat setelah menggunakan alat 

kontrasepsi jenis implan dan bagaimana cara mengatasinya? 

4. J Karena pemasangan implan merupakan operasi kecil, maka 

penyembuhannya terbilang agak lama sehingga masyarakat harus 

dianjurkan untuk tidak melakukan beberapa kegiatan berat agar luka bekas 

operasi pemasangan implan tidak terbuka kembali. Serta dianjurkan 

mengosumsi antibiotik secara rutin agar luka tersebut segera pulih  

5. T Apa saja kelebihan menggunakan alat kontrasepsi jenis implan dibanding 

alat kontrasepsi lain? 

6. J Kelebihan menggunakan alat kontrasepsi jenis implan yaitu limit waktu 

yang lama dibandingkan alat kontrasepsi hormonal lainnya, dapat dilepas 

kapan saja, termasuk saat muncul efek samping yang tidak diinginkan, dan 

dapat kembali subur setelah implan dilepas. 

7. T Apa alasan masyarakat kecamatan Bubon kabupaten Aceh Barat 

menggunakan alat kontrasepsi jenis implan? 

8. J Alasannya karena masyarakat telah mengetahui banyaknya kelebihan dan 

manfaat dari alat kontrasepsi jenis implan, dukungan sosial dalam bentuk 

dukungan emosional, dukungan penghargaan, dan dukungan informasi. 

serta dukungan tenaga kesehatan yang memberi berbagai informasi kepada 

calon akseptor KB jenis implan secara detail. 
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Lampiran 7: Dokumentasi 

 

   

  

 

   

 


